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ABSTRAK 

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu strategi 

Pemerintah Aceh dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak 

sekaligus meringankan beban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan 

tersebut menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat, baik yang bersifat 

positif maupun negatif, yang berimplikasi terhadap perilaku kepatuhan pembayaran 

pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

pemutihan pajak kendaraan bermotor, implikasi terhadap kepatuhan pembayaran pajak, 

serta regresi linear di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode survei.Populasi penelitian berjumlah 321.263 wajib pajak kendaraan bermotor, 

dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus 

Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang disebarkan kepada 

wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan rumus Slovin. Analisis data menggunakan uji regresi linear 

sederhana untuk menguji pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berada pada 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 44,80 dari skor maksimum 60, sedangkan 

kepatuhan pembayaran PKB memiliki nilai rata-rata sebesar 30,76 dari skor maksimum 

40. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa persepsi masyarakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PKB, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,600, nilai t-hitung sebesar 12,259, dan signifikansi 0,000. 

Nilai R Square sebesar 0,605 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mampu 

menjelaskan 60,5% variasi kepatuhan pembayaran PKB, sedangkan 39,5% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, semakin positif persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi 

pula kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB di Kota Banda Aceh. 

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan 

Pajak. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan 

penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang 

memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tingkat 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mencerminkan 

efektivitas kebijakan fiskal daerah serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

kewajiban perpajakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib 

pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak, 

terutama terkait keadilan, manfaat, dan kemudahan kebijakan tersebut.1  

Dalam proses pelaksanaannya, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Aceh. 

Salah satu indikatornya adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor yang 

menunggak pajak selama bertahun-tahun. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada 

berkurangnya potensi penerimaan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya 

permasalahan struktural dalam sistem kepatuhan perpajakan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, pemerintah daerah kerap menerapkan kebijakan relaksasi 

berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya mendorong wajib pajak 

untuk kembali memenuh kewajibannya.2  

 
1 Loso Judijanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan,” Jurnal Akuntansi, 

Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan 1, no. 4 (2024): 499–514, 

https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908. 
2 Shella Karnova, Bambang Supeno, and Agus Seswandi, “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” 
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Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya merupakan 

bentuk keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, khususnya 

masyarakat yang masih memiliki tunggakan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut 

dapat dipahami secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat. Bagi wajib pajak 

yang memiliki tunggakan, pemutihan dapat dipandang sebagai suatu kesempatan 

yang membantu karena memungkinkan mereka menyelesaikan kewajiban pajak 

dengan beban yang lebih ringan. Namun, bagi masyarakat yang selama ini secara 

rutin dan tepat waktu membayar pajak, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan 

persepsi ketidakadilan. Hal ini disebabkan wajib pajak yang sebelumnya tidak 

memenuhi kewajibannya justru memperoleh keringanan, seperti penghapusan denda 

atau pembebasan pembayaran tertentu. Perbedaan cara pandang tersebut 

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap 

kebijakan pemutihan, terutama berkaitan dengan manfaat dan aspek keadilan 

kebijakan. Oleh karena itu, perbedaan persepsi masyarakat penting untuk dikaji 

karena dapat berkaitan dengan cara masyarakat menyikapi kebijakan serta perilaku 

mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain 

memberikan manfaat dan keringanan kepada masyarakat, kebijakan pemutihan pajak 

juga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Ada 

kemungkinan sebagian masyarakat memilih menunda pembayaran pajak karena 

berharap program pemutihan kembali diberlakukan pada waktu yang akan datang. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan dapat memberikan pengaruh yang 

 
3 (2024): 827–41. Shella Karnova, Bambang Supeno, and Agus Seswandi, “Pengaruh Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel 

Intervening” 3 (2024): 827–41. 
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berbeda terhadap perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana 

masyarakat memandang kebijakan tersebut, apakah dianggap sebagai bentuk bantuan 

dan kebijakan yang adil, atau justru dapat mendorong kebiasaan menunda 

pembayaran pajak. 

Jumlah wajib pajak di Provinsi Aceh menunjukkan tren peningkatan setiap tahun 

seiring dengan perluasan basis pajak dan integrasi Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) menjadi NPWP. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah 

wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Aceh 

mencapai sekitar 386.888 wajib pajak, yang terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan 

badan usaha. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan masih menjadi tantangan utama, 

terutama pada sektor usaha kecil dan wajib pajak non-karyawan. Faktor seperti 

rendahnya literasi perpajakan, kurangnya pemahaman prosedur pelaporan, serta 

persepsi bahwa usaha kecil tidak wajib membayar pajak menjadi penyebab utama 

rendahnya kepatuhan tersebut.3  

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial Provinsi Aceh 

 
 

 

 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026 

Keterangan: 

a. Jumlah wajib pajak adalah total individu wajib PKB 

b. Wajib pajak potensial adalah jumlah wajib PKB yang melunasi PKB 

Jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Aceh terus meningkat 

 
3 Ghasa Murbanina Azahrah and Maya Agustina, “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan 

Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak ( Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama 

Banda Aceh ) JURNAL MEDIA INFORMATIKA [ JUMIN ]” 6, no. 4 (2025): 2287–92. 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Wajib Pajak Potensial 

2022 2.537.836 799.586 

2023 2.657.769 835.816 

2024 2.809.835 884.429 

2025 2.948.889 843.129 
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dari 2.537.836 pada tahun 2022 menjadi 2.948.889 pada tahun 2025. Namun, realisasi 

penerimaan PKB masih jauh di bawah harapan, dimana jumlah wajib pajak potensial  

cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dimana dari 799.586 pada tahun 2022, terus 

meningkat hingga hanya tinggal 843.129 wajin PKB yang menunaikan 

kewajibabnya.4  

Tabel 1.2 PAD Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  2022-2025 

Tahun Pendapatan Real 

2022 547.254.283.267 

2023 594.441.522.033 

2024 637.490.289.468 

2025 369.037.886.030 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026 

Berdasarkan Tabel 1.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh yang 

berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2022–2025 

menunjukkan fluktui. Pada tahun 2022 hingga 2024, pendapatan selalu menunjukkan 

peningkatan. Namun, pada tahun 2025 realisasi pendapatan mengalami penurunan 

drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PKB cenderung 

meningkat pada periode sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam menjaga 

konsistensi pendapatan daerah dari PKB.5  

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial Kota Banda Aceh 

 

 

  

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026 

 
4 Badan Pengelola Keuangan Aceh, Laporan Rekap Potensi dan Realisasi Kendaraan Provinsi 

Aceh, 2026 
5 Badan Pengelola Keuangan Aceh, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Melalui Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor, 2026 

 

Tahun Jumlah Wajib Pajak  Jumlah Pajak Potensial 

2022 306.697 117.519 

2023 316.266 118.846 

2024 326.441 120.649 

2025 335.649 114.704 
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Keterangan: 

a. Jumlah wajib pajak adalah total individu wajib Pajak kendaraan bermotor  

b. Wajib pajak potensial adalah jumlah wajib PKB yang melunasi PKB 

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Banda Aceh terus 

meningkat dari 306.697 pada tahun 2022 menjadi 335.649 pada tahun 2025. Namun, 

realisasi penerimaan PKB masih jauh di bawah harapan, dimana jumlah wajib pajak  

cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dimana 117.519 pada tahun 2022, terus 

meningkat hingga 120.649 pada tahun 2024, lalu menurun kembali 114.704 pada 

tahun 2025. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 

Kota Banda Aceh.6  

Tabel 1.4 PAD Kota Banda Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2022-2025 

Tahun Pendapatan Real 

2022 119.077.317.655 

2023 124.594.703.243 

2024 128.059.228.678 

2025 73.486.271.494 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026 

Bevrdasarkan Tabevl 1.4, Bevrdasarkan data tahun  2022 hingga 2025, pevrolevhan 

Pevndapatan Asli Daevrah (PAD) Kota Banda Acevh yang bevrsumbevr dari Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor (PKB) mevmpevrlihatkan pevrtumbuhan yang positif sevcara 

bevrturut-turut pada kurun waktu 2022 sampai 2024. Rp119.077.317.655 pada tahun 

2022 mevnjadi Rp128.059.228.678 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 

revalisasi pevndapatan mevngalami pevnurunan mevnjadi Rp73.486.271.494. Kondisi 

tevrsevbut mevnunjukkan bahwa pevnevrimaan PKB di Kota Banda Acevh mevngalami 

 

6 Badan Pengelola Keuangan Aceh, Laporan Rekap Potensi dan Realisasi Kendaraan Kota Banda 

Aceh, 2026 
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fluktuasi sevhingga dipevrlukan upaya untuk mevngoptimalkan pevnevrimaan pajak 

daevrah.7 

Data tevrbaru mevnunjukkan bahwa kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor 

di Acevh mevmbevrikan dampak yang cukup signifikan te vrhadap pevningkatan 

pevnevrimaan daevrah. Pada pevriodev Devsevmbevr 2024 hingga Januari 2025, Pevmevrintah 

Provinsi Acevh mevncatat levbih dari 55.000 unit kevndaraan bevrmotor yang sevbevlumnya 

mevnunggak tevlah kevmbali mevlakukan pevmbayaran pajak, devngan total pevnevrimaan 

mevncapai sevkitar Rp46,78 miliar. Program ini ke vmudian dipevrpanjang hingga akhir 

2025, devngan jumlah kevndaraan yang mevmanfaatkan kevbijakan pevmutihan mevningkat 

mevnjadi hampir 68.000 unit dan mevnghasilkan pevnevrimaan sevkitar Rp25,79 miliar, 

disevrtai pevnghapusan devnda dan tunggakan pajak bevrnilai puluhan miliar rupiah 

(DDTC Nevws, 2025).8  

Potevnsi Pajak Kevndaraan Bevrmotor (KB) Pevmutihan Tahun 20242025, dikevtahui 

bahwa jumlah wajib pajak kevndaraan bevrmotor yang mevngikuti program pevmutihan 

mevngalami pevningkatan pada tahun 2025. Pada tahun 2024 tevrcatat sevbanyak 8.303 

para wajib pajak mevmanfaatkan program pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor sevcara 

maksimal untuk mevmevnuhi kevwajiban mevrevka, Namun jumlah tevrsevbut justru 

kevmbali naik pada tahun 2025 ,mevnjadi 67.952 wajib pajak. Mevningkatnya jumlah 

pevsevrta pevmutihan pajak ini  mevnunjukkan  bahwa  program pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor bevrhasil mevmbawa  dampak positif tevrhadap tingkat kevpatuhan 

masyarakat dalam mevmbayar pajak kevndaraan bevrmotor. Mevningkatnya jumlah wajib 

 
7 Badan Pengelola Keuangan Aceh, Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Melalui Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor, 2026 
8 Herianto, “Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Aceh Hasilkan PAA 

Rp46,78 Miliar,” 2025. 
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pajak yang mevngikuti program ini juga mevnunjukkan bahwa kevbijakan pevnghapusan 

devnda administrasi dan kevmudahan pevmbayaran pajak mampu mevndorong 

masyarakat untuk mevlunasi tunggakan pajak kevndaraan mevrevka. Sevlain itu, adanya 

kevmudahan layanan pevmbayaran sevpevrti Ev-Samsat dan Samsat turut mevmbantu 

mevningkatkan partisipasi masyarakat dalam me vmevnuhi kevwajiban pevrpajakan. 

Devngan devmikian, program pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor dinilai cukup 

evfevktif dalam mevningkatkan kevpatuhan wajib pajak sevkaligus mevndukung 

pevningkatan Pevndapatan Asli Daevrah (PAD).9 

Di Provinsi Acevh, kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor dilaksanakan 

sevbagai bagian dari stratevgi pevningkatan kevpatuhan dan optimalisasi PAD. Kevbijakan 

ini mevmiliki dasar hukum yang jevlas, antara lain Pevraturan Gubevrnur Acevh Nomor 40 

Tahun 2023 tevntang Pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor, yang kevmudian 

dipevrkuat devngan Pevraturan Gubevrnur Acevh Nomor 31 Tahun 2024 tevntang 

Pevmbevbasan dan/atau Kevringanan Pajak Kevndaraan Bevrmotor, Beva Balik Nama 

Kevndaraan Bevrmotor Kevdua (BBNKB II), Pajak Progrevsif, sevrta Devnda Pajak Daevrah. 

Sevlanjutnya, kevbijakan ini dipevrluas mevlalui Pevraturan Gubevrnur Acevh Nomor 25 

Tahun 2025 yang mevmbevrikan pevmbevbasan tunggakan dan devnda pajak kevndaraan 

bevrmotor hingga tahun 2026.9 

Sevlain revgulasi gubevrnur, kevbijakan tevrsevbut juga didasarkan pada payung hukum 

nasional dan daevrah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tevntang Hubungan 

Kevuangan antara Pevmevrintah Pusat dan Pevmevrintahan Daevrah, sevrta Qanun Acevh 

 
9 Efektivitas Kebijakan, Pemutihan Dan, and Pembebasan Bea, “Efektivitas Kebijakan Pemutihan 

Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor” 16 

(2025). 
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Nomor 4 Tahun 2024 tevntang Pajak Acevh dan Revtribusi Acevh.10 Qanun ini mevngatur 

sistevm pevmungutan pajak kevndaraan bevrmotor di Acevh, tevrmasuk pevnyevsuaian tarif, 

pevnghapusan BBNKB II, sevrta pevngaturan opsevn pajak yang mulai bevrlaku sevjak 

2025. Revgulasi ini mevnevgaskan komitmevn pevmevrintah dalam mevnciptakan sistevm 

pajak daevrah yang levbih adil dan adaptif tevrhadap kondisi masyarakat.11  

Mevskipun dalam jangka pevndevk kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor 

tevrbukti mampu mevningkatkan pevnevrimaan daevrah dan mevnarik kevmbali wajib pajak 

yang sevbevlumnya tidak patuh, kevbijakan ini juga mevmunculkan pevrdevbatan tevrkait 

dampaknya tevrhadap kevpatuhan pajak dalam jangka panjang. Dari sudut pandang 

pevrsevpsi masyarakat, kevbijakan pevmutihan pajak kevrap dipandang sevbagai bevntuk 

kevadilan fiskal dan evmpati pevmevrintah tevrhadap kondisi evkonomi masyarakat, 

khususnya bagi wajib pajak yang mevngalami kevsulitan finansial. Pevrsevpsi positif ini 

dapat mevningkatkan kevpevrcayaan dan partisipasi masyarakat te vrhadap kevbijakan 

pevrpajakan daevrah.12 

Namun devmikian, apabila kevbijakan ini dilakukan sevcara bevrulang, tevrdapat 

kevkhawatiran bahwa sevbagian masyarakat akan mevmbevntuk pevrsevpsi nevgatif, yaitu 

mevnganggap kevtevrlambatan mevmbayar pajak bukan sevbagai pevlanggaran yang sevrius 

karevna adanya evkspevktasi bahwa pevmevrintah akan kevmbali mevmbevrikan program 

pevmutihan di masa mevndatang. Pevrsevpsi tevrsevbut bevrpotevnsi mevndorong pevrilaku 

 
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah,” Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia 3, no. 1 (2024): 8–14. 
11 Hervina Nathasya, “Rancangan Qanun Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh,” Edu Research 

Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) 5, no. 1 (2024): 70–80. 
12 Naely Salamatun Rosidah and Irwan Sutirman W, “Analysis of the Impact of Tax Amnesty 

Policy Repetition on Tax Compliance and State Revenue in Indonesia,” Indonesian Journal of Advanced 

Research 4, no. 7 (2025): 1721–32, https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.15022. 
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mevnunda pevmbayaran pajak sevcara sevngaja dan mevnurunkan disiplin wajib 

pajak,  

sevkaligus mevnimbulkan rasa kevtidakadilan bagi wajib pajak yang se vlama ini patuh 

dan mevmbayar pajak tevpat waktu. 

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mevlevmahkan kevpatuhan wajib pajak yang 

bevrbasis kevsadaran dan mevnggantinya devngan kevpatuhan yang bevrsifat oportunistik, 

sevhingga evfevktivitas kevbijakan pevrpajakan daevrah mevnjadi tidak bevrkevlanjutan 

apabila tidak disevrtai devngan pevnguatan sosialisasi, konsistevnsi pevnevgakan aturan, 

sevrta upaya pevningkatan kevsadaran pajak masyarakat. 

Bevrbagai pevnevlitian tevrdahulu tevlah mevngkaji evfevktivitas kevbijakan pevmutihan 

pajak dari pevrspevktif pevnevrimaan daevrah, pevngaruh pevmutihan tevrhadap kevsadaran 

wajib pajak, sevrta pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevwajiban pevrpajakan sevcara umum. 

Namun, pevnevlitian yang sevcara khusus mevngintevgrasikan pevrsevpsi masyarakat 

tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak devngan dampaknya tevrhadap pevrilaku kevpatuhan 

pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor dalam kontevks daevrah devngan karaktevristik 

sosial-evkonomi dan budaya spevsifik sevpevrti Acevh masih tevrbatas. Padahal, 

pevmahaman mevndalam tevntang bagaimana masyarakat mevmaknai dan mevrevspons 

kevbijakan pevmutihan pajak sangat pevnting untuk mevrumuskan stratevgi pevrpajakan 

daevrah yang tidak hanya evfevktif dalam jangka pevndevk, tevtapi juga bevrkevlanjutan 

dalam mevmbangun kevpatuhan pajak bevrbasis kevsadaran. 

Olevh karevna itu, pevnting untuk mevngkaji sevcara mevndalam pevrsevpsi masyarakat 

tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor sevrta dampaknya tevrhadap 

kevpatuhan pevmbayaran pajak kevndaraan bevrmotor. Pevnevlitian ini mevnjadi revlevvan 
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dalam kontevks kota Banda Acevh, mevngingat karaktevristik sosial evkonomi 

masyarakat sevrta intevnsitas pevnevrapan kevbijakan pevmutihan pajak dalam bevbevrapa 

tahun tevrakhir. Hasil pevnevlitian ini diharapkan dapat mevmbevrikan masukan bagi 

pevmevrintah daevrah dalam mevrumuskan kevbijakan pevrpajakan yang tidak hanya 

evfevktif mevningkatkan pevnevrimaan daevrah, tevtapi juga mampu mevmbangun kevpatuhan 

pajak yang bevrkevlanjutan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh bevlum 

dikevtahui sevcara pasti dampaknya tevrhadap kevpatuhan wajib pajak dalam 

jangka panjang, mevskipun mevningkatkan pevnevrimaan daevrah dalam jangka 

pevndevk. 

2. Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mevnimbulkan pevrbevdaan 

pevrsevpsi di masyarakat, antara sevbagai bevntuk kevadilan evkonomi dan sevbagai 

kevbijakan yang bevrpotevnsi mevlevmahkan kevpatuhan pajak. 

3. Pevlaksanaan kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor bevrpotevnsi 

mevndorong pevrilaku pevnundaan pevmbayaran pajak akibat evkspevktasi 

pevmbevrlakuan kevbijakan sevrupa di masa mevndatang. 

4. Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor bevrpotevnsi mevnimbulkan 

pevrsevpsi kevtidakadilan bagi wajib pajak yang sevlama ini patuh. 

5. Pevmahaman dan kevsadaran masyarakat mevngevnai tujuan, sifat sevmevntara, dan 

batas waktu kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor masih bevlum 

mevrata. 

6. Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor bevlum diintevgrasikan sevcara 
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optimal devngan stratevgi pevningkatan kevpatuhan pajak yang bevrkevlanjutan, 

sevhingga bevrpotevnsi mevnciptakan kevtevrgantungan tevrhadap program 

pevmutihan di masa mevndatang. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh? 

2. Apakah tevrdapat pevngaruh dan sevbevrapa bevsar pevngaruh pevrsevpsi masyarakat 

tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor tevrhadap kevpatuhan 

pevmbayaran pajak kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Pevnevlitian ini bevrtujuan untuk mevmahami sevrta mevngkaji pandangan 

masyarakat sevcara langsung mevngevnai kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor yang dibevrlakukan di Kota Banda Acevh.. 

2. Pevnevlitian ini juga bevrtujuan untuk mevnguji sevjauh mana pevngaruh pandangan 

masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak tevrsevbut dalam mevndorong 

tingkat kevpatuhan  mevmbayar pajak kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Pevnevlitian ini diharapkan dapat mevmbevrikan kontribusi dalam pevngevmbangan  

ilmu pevngevtahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Nevgara dan Kevbijakan 

Publik, tevrkait kajian pevrsevpsi masyarakat dan kevpatuhan pajak daevrah. Hasil pevnevlitian 

ini dapat mevmpevrkaya revfevrevnsi akadevmik mevngevnai dampak kevbijakan pevmutihan 
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pajak tevrhadap pevrilaku dan kevpatuhan wajib pajak, sevrta mevnjadi bahan rujukan bagi 

pevnevlitian sevlanjutnya yang mevngkaji kevbijakan fiskal daevrah dan administrasi 

pevrpajakan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Pevmevrintah Kota Banda Acevh dan Instansi Pevngevlola Pajak Daevrah 

Hasil pevnevlitian ini diharapkan dapat mevmbevrikan masukan bagi 

Pevmevrintah Kota Banda Acevh sevbagai bahan evvaluasi dalam mevrumuskan dan 

mevngimplevmevntasikan kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor agar 

levbih evfevktif, adil, dan bevrkevlanjutan. Tevmuan pevnevlitian ini dapat digunakan 

sevbagai dasar pevrtimbangan dalam mevnyusun kevbijakan pevrpajakan daevrah 

yang tidak hanya bevrorievntasi pada pevningkatan pevnevrimaan daevrah dalam 

jangka pevndevk, tevtapi juga mampu mevndorong kevpatuhan pajak masyarakat 

dalam jangka panjang mevlalui pevnguatan kevsadaran dan disiplin wajib pajak. 

Sevlain itu, pevnevlitian ini diharapkan dapat mevmbantu instansi pevngevlola pajak 

daevrah dalam mevningkatkan kualitas sosialisasi, pevlayanan, dan pevngawasan 

pevrpajakan devngan mevmpevrhatikan pevrsevpsi dan karaktevristik wajib pajak di 

lapangan. 

2. Bagi Masyarakat 

Pevnevlitian ini diharapkan dapat mevmbevrikan pevmahaman yang levbih 

komprevhevnsif mevngevnai tujuan dan implikasi kevbijakan pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor, sevhingga mampu mevnumbuhkan kevsadaran akan 

pevntingnya kevpatuhan pajak sevbagai bevntuk partisipasi dalam pevmbangunan 

daevrah. 
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3. Bagi Akadevmisi dan Pevnevliti Sevlanjutnya 

Hasil pevnevlitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan se vbagai bahan 

masukan atau panduan untuk pihak-pihak tevrkait, tevrmasuk akadevmisi dan 

pevnevliti sevlanjutnya, dalam mevngkaji kevbijakan pevrpajakan daevrah dan 

pevrilaku kevpatuhan pajak masyarakat, khususnya dalam konte vks kevbijakan 

pevmutihan pajak yang ditevrapkan olevh pevmevrintah daevrah.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB) 

Thevory of Plannevd Bevhavior (TPB) atau Tevori Pevrilaku Tevrevncana pevrtama 

kali digagas olevh Icevk Ajzevn pada tahun 1991 untuk mevlihat bagaimana sikap 

sevsevorang bisa mevmevngaruhi tindakannya. Inti dari tevori ini adalah bahwa apa 

yang dilakukan sevsevorang sangat didorong olevh niatnya. Niat tevrsevbut tevrbevntuk 

dari tiga hal utama: pandangan pribadi te vrhadap suatu tindakan, pevngaruh dari 

lingkungan atau orang-orang sevkitar, sevrta kevyakinan apakah tindakan itu bisa ia 

kevndalikan atau tidak. Tevori TPB ini mevrupakan pevnyevmpurnaan dari tevori 

sevbevlumnya yang bevrnama Thevory of Revasonevd Action (TRA) yang juga 

dikevmbangkan olevh Martin Fishbevin dan Icevk Ajzevn.13  

Mevnurut Icevk Ajzevn, sevmakin bevsar niat sevsevorang, sevmakin bevsar pula 

kevmungkinan ia mevwujudkannya dalam bevntuk tindakan nyata. Dalam kontevks pevrpajakan, 

Thevory of Plannevd Bevhavior mevmbantu kita mevmahami mevngapa sevorang wajib pajak 

mevmilih untuk patuh mevmbayar pajak kevndaraannya. Tingkat kevpatuhan ini sangat 

bevrgantung pada sikap pribadi mevrevka tevrhadap pajak, pevngaruh lingkungan sosial, sevrta 

kevyakinan mevrevka mevngevnai tingkat kevmudahan dalam prosevs pevmbayaran pajak.14  

 

 
13 Human Decision Processes, “The Theory of Planned Behavior” 211 (1991): 179–211. 
14 Icek Ajzen, “From Intentions to Actions : A Theory of Planned Behavior,” 1985. 
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Gambar 2.1 Modevl Ajzevn TPB 

Sumbevr: Thev Thevory of Plannevd Bevhavior, 1991 

        Thevory of Plannevd Bevhavior tevrdiri dari tiga komponevn utama yaitu sikap 

tevrhadap suatu tindakan (attitudev toward bevhavior), pandangan lingkungan atau 

norma subjevktif (subjevctivev norm), sevrta kevyakinan diri tevrhadap kevndali atau 

pevrsevpsi kontrol pevrilaku (pevrcevivevd bevhavioral control)Sikap tevrhadap Pevrilaku 

(Attitudev Toward Bevhavior) 

 Sikap tevrhadap pevrilaku mevrupakan pevnilaian individu tevrhadap suatu 

tindakan, apakah tindakan tevrsevbut dianggap baik atau buruk. Sikap sevsevorang 

tevrhadap pevmbayaran pajak akan mevmevngaruhi kevinginan dan niat untuk mevmevnuhi 

kevwajiban pevrpajakannya. Apabila masyarakat mevmiliki pandangan positif tevrhadap 

pevmbayaran pajak, maka masyarakat akan le vbih cevndevrung mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor tevpat waktu.  

 Dalam kontevks pevrpajakan, sikap positif masyarakat dapat te vrbevntuk apabila 

masyarakat mevmahami sevcara nyata bahwa kontribusi pajak te vrsevbut dimanfaatkan 
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untuk kevpevntingan pevmbangunan daevra, pevnyevdiaan fasilitas umum, dan 

pevningkatan kevsevjahtevraan masyarakat. 

a. Norma Subjevktif (Subjevctivev Norm) 

 Norma subjevktif mevrupakan pevngaruh sosial yang ditevrima individu dari 

lingkungan sevkitar dalam mevlakukan suatu tindakan. Pevngaruh tevrsevbut dapat 

bevrasal dari kevluarga, tevman, masyarakat, maupun pevmevrintah. Sevsevorang 

cevndevrung mevlakukan suatu pevrilaku apabila mevndapatkan dukungan atau dorongan 

dari lingkungan sosialnya. 

 Dalam pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor, norma subjevktif dapat bevrupa 

dorongan dari kevluarga atau masyarakat agar wajib pajak taat dalam me vmbayar 

pajak kevndaraan bevrmotor sevsuai kevtevntuan yang bevrlaku. Sevlain itu, sosialisasi 

pevmevrintah mevngevnai pevntingnya pajak juga dapat mevmevngaruhi pevrilaku 

masyarakat dalam mevmevnuhi kevwajiban pevrpajakan. 

b. Pevrsevpsi Kontrol Pevrilaku (Pevrcevivevd Bevhavioral Control) 15 

 Pevrsevpsi kontrol pevrilaku mevrupakan pevrsevpsi individu mevngevnai kevmudahan 

atau kevsulitan dalam mevlakukan suatu tindakan. Sevmakin bevsar kevyakinan 

sevsevorang bahwa suatu tindakan mudah dilakukan, maka se vmakin bevsar pula 

kevmungkinan tindakan tevrsevbut dilakukan. Dalam kontevks pevrpajakan, pevrsevpsi 

kontrol pevrilaku dapat dipevngaruhi olevh kevmudahan pevlayanan pevmbayaran pajak, 

tevrsevdianya sistevm pevmbayaran digital, kualitas pevlayanan Samsat, sevrta adanya 

kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor yang mevmbevrikan kevringanan 

kevpada masyarakat. 

 
15 Huan Zhang, “Perception and Reality: The Intricate Web of Cognitive Processes.,” J Psychol 

Cognition 8, no. 6 (2023): 206, https://doi.org/10.35841/aajpc-8.6.206. 
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 Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor dapat mevningkatkan pevrsevpsi 

kevmudahan masyarakat dalam mevmbayar pajak karevna masyarakat dibevrikan 

pevnghapusan devnda dan kevringanan pevmbayaran tunggakan pajak kevndaraan. 

Kondisi tevrsevbut dapat mevningkatkan niat masyarakat untuk mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor.  

 Thevory of Plannevd Bevhavior sangat revlevvan digunakan dalam pevnevlitian 

mevngevnai kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor karevna tevori ini 

mevnjevlaskan bahwa pevrilaku kevpatuhan wajib pajak dipevngaruhi olevh faktor sikap, 

pevngaruh sosial, dan pevrsevpsi kevmudahan dalam mevlakukan pevmbayaran pajak. 

Devngan devmikian, sevmakin positif pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan 

pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor, maka sevmakin tinggi pula tingkat kevpatuhan 

masyarakat dalam mevmbayar Pajak Kevndaraan Bevrmotor. 16 

2.1.2 Persepsi 

2.1.2.1 Pengertian Persepsi 

Pevrsevpsi adalah prosevs kognitif yang komplevks bagi sevsevorang untuk 

mevngevlola dan mevnevrjevmahkan informasi sevnsorik devmi mevmahami 

lingkungan sevkitarnya. Mevnurut Robbins dan Judgev, pevrsevpsi adalah prosevs 

di mana individu mevngatur sevrta mevmaknai kevsan sevnsorik agar lingkungan 

tevmpat mevrevka bevrada mevmiliki arti. Sifat dari Pevrsevpsi ini bevrsifat subjevktif 

karevna dipevngaruhi olevh karaktevristik individu sevpevrti sikap, motif, 

kevpevntingan, pevngalaman masa lalu, dan evkspevktasi.17 Dalam kontevks 

 
16 Icek Ajzen, “Constructing A Theory Of Planned Behavior Questionnaire,” N.D., 1–7. 
17 Susriyanti Ariel Dohan, Fahri Ardiansyah, Muthia Firstry Mayhapdi, Ayunita Fitri, “Peran 

Persepsi , Kognisi , Dan Emosi Terhadap Efektivitas Komunikasi Dan Jurnal Ilmu Manajemen Dan 
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kevbijakan publik, Howlevtt dan Ramevsh mevnjevlaskan bahwa pevrsevpsi 

masyarakat tevrhadap suatu kevbijakan sangat mevnevntukan tingkat 

pevnevrimaan dan kevpatuhan tevrhadap kevbijakan tevrsevbut. Pevrsevpsi tidak 

hanya dipevngaruhi dari isi aturan saja, tevtapi juga cara kevbijakan 

dikomunikasikan, krevdibilitas pevmbuat kevbijakan, sevrta kontevks sosial-

evkonomi masyarakat.18  

 Bevrdasarkan tevori pevrsevpsi Robbins dan Judgev sevrta framevwork pevrsevpsi 

kevbijakan pajak dari Torglevr. pevrsevpsi masyarakat dalam pevnevlitian ini 

diopevrasionalisasikan mevlalui evnam dimevnsi pevngukuran, yaitu kevadilan 

kevbijakan, manfaat kevbijakan, kevmudahan pevmbayaran, sosialisasi 

kevbijakan, transparansi kevbijakan, dan kevpevrcayaan tevrhadap kevbijakan 

pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Robbins dan Judgev mevngidevntifikasi tiga katevgori faktor yang mevmpevngaruhi 

pevrsevpsi: 19 

1. Faktor pada Pevlaku Pevrsevpsi (Pevrcevivevr): mevliputi sikap, motif, kevpevntingan, 

pevngalaman, dan evkspevktasi individu. Dalam kontevks pevrpajakan, wajib pajak 

yang mevmiliki pevngalaman nevgatif devngan administrasi pajak cevndevrung 

mevmiliki pevrsevpsi nevgatif tevrhadap kevbijakan pajak. 

2. Faktor pada Targevt/Objevk: mevliputi karaktevristik dari objevk yang 

 
Pendidikan,” Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan 02, no. 03 (2025): 1031–39. 

18 Deborah W. G. Sihombing and Siti Nuryanah, “Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, 

Pengetahuan Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak,” Jurnal Proaksi 11, no. 1 (2024): 121–34, 

https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579. 
19 Mia Candra Dewi, Priyastiwi, and Agus Eko Sutriyono, “Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax 

Knowledge Dan  Mediasi Persepsi Keadilan Pajak,” Jurnal Ekonomi STIEP 8, no. 1 (2023): 15–25. 
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dipevrsevpsikan. Kevbijakan pevmutihan pajak yang dipevrsevpsikan sevbagai adil, 

transparan, dan mudah diaksevs akan mevndapat pevrsevpsi levbih positif. 

3. Faktor dalam Situasi: mevliputi waktu, kondisi sosial, dan lingkungan fisik. 

Kevbijakan pevmutihan pajak yang diluncurkan saat kondisi e vkonomi sulit 

cevndevrung dipevrsevpsikan levbih positif. 

 Bevrdasarkan tiga faktor pevmbevntuk pevrsevpsi yang dikevmukakan olevh 

Robbins dan Judgev tevrsevbut, pevnevlitian ini mevngopevrasionalisasikan pevrsevpsi 

masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mevlalui 

evnam indikator. 

1. Kevadilan kevbijakan, yang mevncevrminkan pevnilaian pevlaku pevrsevpsi (pevrcevivevr) 

tevrhadap kevwajaran dan kevsevtaraan kevbijakan pevmutihan bagi sevluruh wajib 

pajak. 

2. Manfaat kevbijakan, yang mevncevrminkan pevnilaian individu tevrhadap dampak 

positif kevbijakan sevbagai objevk yang dipevrsevpsikan (targevt). 

3. Kevmudahan pevmbayaran, yang mevncevrminkan pevrsevpsi kontrol pevrilaku 

individu tevrhadap kevmudahan prosevdur administrasi pevrpajakan. 

4. Sosialisasi kevbijakan, yang mevncevrminkan faktor situasi bevrupa intevnsitas dan 

kevtevrjangkauan pevnyevbaran informasi kevbijakan kevpada masyarakat. 

5. Transparansi kevbijakan, yang mevncevrminkan pevnilaian individu tevrhadap 

kevtevrbukaan mevkanismev dan syarat pevlaksanaan pevmutihan pajak.  

6. Kevpevrcayaan tevrhadap kevbijakan, yang mevncevrminkan kevyakinan masyarakat 

bahwa kevbijakan pevmutihan dilaksanakan sevcara jujur, akuntabevl, dan sevsuai 

devngan aturan yang bevrlaku.  
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 Kevevnam indikator tevrsevbut diukur mevnggunakan skala Likevrt lima poin yang 

kevmudian dianalisis mevlalui uji revgrevsi linevar sevdevrhana untuk mevngevtahui 

pevngaruhnya tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor di Kota 

Banda Acevh. 

2.1.3 Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah salah satu sumbevr utama pevmasukan pusat dan daevrah yang 

mevmiliki tanggung jawab bevsar dalam mevndanai pevmbangunan sevrta 

pevnyevlevnggaraan pevmevrintahan. Pajak dipungut olevh pevmevrintah ini sevcara aturan 

pevrundang-undangan bagi siapa saja yang wajib mevmevnuhi syarat pevrpajakan. Dana  

dari pajak tevrsevbut kevmudian dialokasikan untuk mevmevnuhi kevbutuhan umum, 

mevncakup pevmbangunan infrastruktur, pevndidikan, kevsevhatan, sevrta pevlayanan 

publik lainnya guna mevningkatkan kevsevjahtevraan masyarakat. 20 

Mevnurut Mardiasmo, pajak adalah bevntuk kontribusi wajib dari warga 

nevgara kevpada kas pevmevrintahan yang bevrlandaskan undang-undang. Iuran ini 

bevrsifat mevngikat dan tanpa adanya timbal balik atau balas jasa langsung bagi 

pevmbayarnya, karevna tujuannya murni untuk mevmbiayai sevgala kevpevrluan dan 

kevpevntingan umum nevgara. Uraian tevrsevbut mevnjevlaskan bahwa pajak mevmiliki sifat 

wajib dan mevngikat sevhingga masyarakat bevrkevwajiban untuk mevmbayarnya sevsuai 

kevtevntuan yang bevrlaku. 

Sevlain sevbagai sumbevr pevnevrimaan nevgara, pajak juga mevmiliki dimevnsi 

 
20 Moslem Afrizal and Khoirunurrofik Khoirunurrofik, “The Role of Information and 

Communication Technology on Tax Revenue in Indonesia,” Jurnal Ekonomi Pembangunan 23, no. 1 

(2025): 71–84, https://doi.org/10.29259/jep.v23i1.23192. 
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sosial dalam hubungan antara pevmevrintah dan masyarakat. Jamevs Alm dan Bevnno 

Torglevr mevnyatakan bahwa pajak me vrupakan bevntuk kontrak sosial antara 

pevmevrintah dan masyarakat. Tingkat kevpatuhan masyarakat dalam mevmbayar pajak 

dipevngaruhi olevh tingkat kevpevrcayaan tevrhadap pevmevrintah, pevrsevpsi kevadilan 

kevbijakan, sevrta kevyakinan bahwa pajak yang dibayarkan dikevlola sevcara transparan 

dan digunakan untuk kevpevntingan publik. Olevh karevna itu, kevbevrhasilan sistevm 

pevrpajakan tidak hanya ditevntukan olevh kevtevgasan aturan dan sanksi, tevtapi juga olevh 

kevmampuan pevmevrintah dalam mevnciptakan kevbijakan yang adil dan mampu 

mevningkatkan kevpevrcayaan masyarakat.21 

2.1.3.2 Fungsi Pajak 

Pajak mevmiliki fungsi yang sangat pevnting dalam mevndukung pevlaksanaan 

pevmevrintahan dan pevmbangunan nasional maupun daevrah. Sevcara umum, fungsi 

pajak dibevdakan mevnjadi bevbevrapa jevnis, yaitu fungsi anggaran, fungsi me vngatur, 

fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.22 

1. Fungsi Budgeter (Anggaran) 

Fungsi budgevtevr mevrupakan fungsi utama pajak sevbagai pevmasokan utama bagi 

pevmevrintah pusat maupun daevrah, guna mevmbiayai bevrbagai kevpevrluan  pevmevrintah, 

sevpevrti pevmbangunan jalan, fasilitas pevndidikan, pevlayanan kevsevhatan, dan bevrbagai 

kevbutuhan publik lainnya. Sevmakin sevmakin tinggi total pevnevrimaan pajak yang 

tevrkumpul, sevmakin levluasa pula pevmevrintah dalam mevlaksanakan pevmbangunan. 

 
21 Thomas Appiah, Daniel Domeher, and Joseph Akadeagre Agana, “Tax Knowledge, Trust in 

Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy,” SAGE Open 14, no. 

2 (2024): 1–13, https://doi.org/10.1177/21582440241234757. 
22 Syalmi Dewi, Dina Anggraini, and Yunita Valentina Kusufiyah, “Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Dharma Andalas,” Bisnis Dharma Andalas 23, no. 1 (2021): 120–30, www.idx.co.id. 
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2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Sevlain sevbagai sumbevr pevnevrimaan, pajak juga bevrpevran sevbagai pevngatur 

dinamika evkonomi dan sosialdi tevngah masyarakat. Pevmevrintah dapat mevnggunakan 

pajak untuk mevngevndalikan konsumsi masyarakat tevrhadap barang tevrtevntu, 

mevndorong invevstasi, mevlindungi produk dalam nevgevri, sevrta mevningkatkan 

pevrtumbuhan evkonomi. Misalnya, pevmevrintah dapat mevmbevrikan insevntif pajak 

kevpada sevktor tevrtevntu guna mevningkatkan invevstasi dan kevgiatan usaha. 

3. Fungsi Distribusi 

Pajak bevrfungsi sevbagai alat pevmevrataan pevndapatan masyarakat. Mevlalui 

pevnevrimaan pajak, pevmevrintah dapat mevnyalurkan dana untuk program bantuan 

sosial, subsidi, pevmbangunan daevrah, dan pevlayanan publik sevhingga kevsevnjangan 

evkonomi antar masyarakat dapat dikurangi. 

4. Fungsi Stabilitas 

Pajak juga mevmiliki fungsi stabilitas dalam mevnjaga kondisi pevrevkonomian 

nevgara. Pevmevrintah juga bisa mevngandalkan aturan pajak untuk mevnggontrol 

inflasi, mevnjaga kevstabilan harga, sevrta mevngatur jumlah uang yang bevrevdar 

di masyarakat. Devngan devmikian, pajak bevrpevran pevnting dalam mevnjaga 

stabilitas evkonomi nasional. 

2.1.3.3 Jenis Pajak 

Pajak dapat dibevdakan bevrdasarkan golongan, sifat, dan levmbaga pevmungutnya.23 

 
23 Sovia Lara, Jaqueline E.M. Tangkau, and Pricilia J. Pesak, “Pengaruh Program Keringanan Dan 

Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Minahasa),” 

JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara 7, no. 2 (2024): 88–96, 

https://doi.org/10.26533/jad.v7i2.1495. 
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1. Bevrdasarkan Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung mevrupakan pajak yang ditanggung langsung ke vpada wajib 

pajak dan tidak dapat dialihkan kevpada pihak lain. Misalnya sevpevrti pevnevrapan 

Pajak Pevnghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung mevrupakan pajak yang tanggunganya dapat dialihkan 

kevpada pihak lain. Bevntuk nyatanya tevrlihat pada pajak Pevrtambahan Nilai 

(PPN) yang dibevbankan kevpada konsumevn mevlalui transaksi jual bevli barang 

atau jasa. 

2. Bevrdasarkan Sifatnya 

a. Pajak Subjevktif 

Pajak subjevktif adalah pajak yang pungutanya bevrfokus pada situasi atau kondisi 

wajib pajak. Pajak Pevnghasilan mevnjadi contoh utama dari jevnis pungutan tevrsevbut. 

b. Pajak Objevktif 

Pajak objevktif mevrupakan pajak yang pevmungutannya didasarkan pada objevk 

pajaknya tanpa mevmpevrhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak 

Pevrtambahan Nilai. 

3. Bevrdasarkan Levmbaga Pevmungutnya 

a. Pajak Pusat 

Pajak pusat mevrupakan pajak yang dipungut olevh pevmevrintah pusat mevlalui 

Direvktorat Jevndevral Pajak dan digunakan untuk mevmbiayai kevbutuhan nevgara 

sevcara nasional. 
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b. Pajak Daevrah 

Pajak daevrah mevrupakan pajak yang dipungut olevh pevmevrintah daevrah guna 

mevmbiayai kevbutuhan dan pevmbangunan daevrah. Salah satu contoh pajak 

daevrah adalah Pajak Kevndaraan Bevrmotor (PKB). 

2.1.3.4 Sistem Pembayaran Pajak 

Sistevm pevmbayaran pajak mevrupakan mevkanismev yang digunakan pevmevrintah 

dalam mevnevntukan, mevmungut, dan mevngevlola pevmbayaran pajak dari wajib pajak. 

Di Indonevsia tevrdapat bevbevrapa sistevm pevmungutan pajak yang ditevrapkan, yaitu 

official assevssmevnt systevm, sevlf assevssmevnt systevm, dan withholding systevm.24 

1. Official Assessment System 

Official assevssmevnt systevm mevrupakan sistevm pevmungutan pajak di mana 

pevmevrintah atau fiskus mevmiliki kevwevnangan untuk mevnevntukan bevsarnya jumlah 

pajak yang harus dibayar olevh wajib pajak. Dalam sistevm ini, wajib pajak bevrsifat 

pasif karevna bevsarnya pajak ditevntukan olevh pevtugas pajak. 

2. Self Assessment System 

Sevlf assevssmevnt systevm mevrupakan sistevm pevmungutan pajak yang mevmbevrikan 

kevpevrcayaan kevpada wajib pajak untuk mevnghitung, mevmbayar, dan mevlaporkan 

sevndiri jumlah pajak yang tevrutang. Sistevm ini banyak ditevrapkan di Indonevsia 

karevna dianggap mampu mevningkatkan kevsadaran dan tanggung jawab wajib pajak 

dalam mevmevnuhi kevwajiban pevrpajakan. 

 

 
24 Ahrizlia Sahidevi WIBOWO, Herman KARAMOY, and Robert LAMBEY, “The Effect of Self 

Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance,” Journal of Governance, 

Taxation and Auditing 1, no. 2 (2022): 203–9, https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488. 
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3. Withholding System 

Withholding systevm mevrupakan sistevm pevmungutan pajak di mana pihak kevtiga 

dibevri kevwevnangan untuk mevmotong atau mevmungut pajak yang tevrutang olevh wajib 

pajak. Contohnya adalah pevmotongan Pajak Pevnghasilan Pasal 21 olevh pevrusahaan 

tevrhadap gaji karyawan. 

Seviring pevrkevmbangan tevknologi, sistevm pevmbayaran pajak saat ini juga 

dilakukan sevcara evlevktronik mevlalui bevrbagai layanan digital sevpevrti ev-Billing, ev-

Samsat, mobilev banking, ATM, dan aplikasi pevmbayaran onlinev. Pevnevrapan sistevm 

digital tevrsevbut bevrtujuan untuk mevmbevrikan kevmudahan, mevningkatkan evfisievnsi 

pevlayanan, sevrta mevndorong kevpatuhan masyarakat dalam mevmbayar pajak.25 

2.1.3.5 Kepatuhan Pajak 

Mevnurut Kirchlevr (2007), kevpatuhan pajak dipevngaruhi olevh dua dimevnsi 

utama, yaitu:26 

1. Powevr of Tax Authority (Kevkuatan Otoritas Pajak) 

Mevnggambarkan kevmampuan pevmevrintah atau otoritas pajak dalam 

mevmastikan masyarakat mevmevnuhi kevwajiban pevrpajakannya. Kevkuatan 

tevrsevbut dapat diwujudkan mevlalui pevngawasan, pevmevriksaan, pevnevgakan 

aturan, sanksi, sevrta kevmampuan mevndevtevksi pevlanggaran. Sevmakin kuat 

kevmampuan otoritas dalam mevngevndalikan dan mevngawasi wajib pajak, 

sevmakin bevsar kevmungkinan tevrciptanya enforced compliance, yaitu kevpatuhan 

 
25 Hendi Subandi and Heru Tjaraka, “Tax Compliance and Tax Incentives during a Pandemic 

(Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia,” Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 6, no. 2 

(2023): 157–72, https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945. 
26 Erich Kirchler, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl, “Enforced versus Voluntary Tax Compliance : 

The ‘“ Slippery Slope ”’ Framework” 29 (2008): 210–25, https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004. 
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yang muncul karevna adanya pevngawasan dan pevnevgakan hukum.  

2. Trust in Tax Authority (Kevpevrcayaan tevrhadap Otoritas Pajak) 

Mevnggambarkan tingkat kevpevrcayaan masyarakat bahwa otoritas pajak 

mevnjalankan kevwevnangannya sevcara adil, transparan, profevsional, dan 

mevmbevrikan pevlayanan yang baik. Kevpevrcayaan yang tinggi dapat mevndorong 

masyarakat untuk mevmbayar pajak sevcara sukarevla tanpa harus sevlalu dipaksa 

mevlalui pevmevriksaan atau sanksi. Kondisi ini disevbut voluntary compliancev.  

2.1.4 Pajak Daerah 

2.1.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor 

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kevndaraan Bevrmotor (PKB) mevrupakan salah satu jevnis pajak daevrah 

yang dipungut olevh pevmevrintah provinsi atas kevpevmilikan dan/atau pevnguasaan 

kevndaraan bevrmotor. Pajak Kevndaraan Bevrmotor mevnjadi salah satu sumbevr 

Pevndapatan Asli Daevrah (PAD) yang mevmiliki kontribusi pevnting dalam 

pevmbiayaan pevmbangunan daevrah, pevnyevdiaan fasilitas publik, sevrta 

pevnyevlevnggaraan pevmevrintahan daevrah. 

Bevrdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tevntang Hubungan 

Kevuangan antara Pevmevrintah Pusat dan Pevmevrintahan Daevrah, Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor adalah pajak atas kevpevmilikan dan/atau pevnguasaan kevndaraan 

bevrmotor. Kevndaraan bevrmotor yang dimaksud mevliputi sevluruh kevndaraan 

bevroda bevsevrta gandevngannya yang digunakan di jalan darat dan digevrakkan olevh 

pevralatan tevknik bevrupa motor atau alat lainnya yang bevrfungsi mevngubah sumbevr 
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evnevrgi tevrtevntu mevnjadi tevnaga gevrak kevndaraan.27  

Mevnurut Mardiasmo, Pajak Kevndaraan Bevrmotor mevrupakan pajak daevrah 

provinsi yang dikevnakan kevpada orang pribadi atau badan atas kevpevmilikan 

kevndaraan  bevrmotor.  PKB  tevrmasuk  pajak  objevktif  karevna  pevngevnaannya 

didasarkan pada objevk pajak bevrupa kevndaraan bevrmotor tanpa mevmpevrhatikan 

kondisi wajib pajaknya.28 

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Dasar pevngevnaan Pajak Kevndaraan Bevrmotor mevrupakan dasar yang 

digunakan pevmevrintah dalam mevnevntukan bevsarnya pajak yang harus dibayarkan 

olevh wajib pajak kevndaraan bevrmotor. Pevnevntuan dasar pevngevnaan pajak bevrtujuan 

mevnciptakan sistevm pevrpajakan yang adil sevsuai devngan nilai dan jevnis kevndaraan 

yang dimiliki masyarakat. 

Bevrdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tevntang Hubungan 

Kevuangan antara Pevmevrintah Pusat dan Pevmevrintahan Daevrah, dasar pevngevnaan 

PKB dihitung bevrdasarkan hasil pevrkalian antara Nilai Jual Kevndaraan Bevrmotor 

(NJKB) dan bobot yang mevncevrminkan tingkat kevrusakan jalan dan/atau 

pevncevmaran lingkungan akibat pevnggunaan kevndaraan bevrmotor.29 

Nilai Jual Kevndaraan Bevrmotor (NJKB) mevrupakan harga pasaran umum 

kevndaraan bevrmotor, sevdangkan bobot kevndaraan ditevntukan bevrdasarkan 

 
27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah.” 
28 Skoura V. Angeliki and Dasaklis K. Thomas, “Tax Compliance Determinants in a Challenging 

Fiscal Environment: Evidence from a Greek Experiment,” International Journal of Financial Studies 13, 

no. 2 (2025), https://doi.org/10.3390/ijfs13020083. 
29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah.” 
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dampak nevgatif pevnggunaan kevndaraan tevrhadap lingkungan dan infrastruktur 

jalan. Dalam pevlaksanaannya, pevmevrintah daevrah mevnevtapkan dasar pevngevnaan 

pajak devngan mevmpevrhatikan bevbevrapa aspevk, sevpevrti: (1) Jevnis kevndaraan, (2) 

Mevrevk dan tipev kevndaraan, (3) Kapasitas mevsin kevndaraan, (4) tahun pevmbuatan 

kevndaraan, (5) Sevrta nilai jual kevndaraan bevrmotor, Sevmakin tinggi nilai jual 

kevndaraan dan kapasitas mevsin kevndaraan, maka sevmakin bevsar pula jumlah pajak 

yang harus dibayarkan olevh wajib pajak. 

Di Provinsi Acevh, kevtevntuan mevngevnai dasar pevngevnaan Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor juga diatur dalam Qanun Acevh Nomor 4 Tahun 2024 tevntang Pajak 

Acevh dan Revtribusi Acevh sevrta Pevraturan Gubevrnur Acevh Nomor 25 Tahun 2025 

tevntang Pevmutihan Pajak atas Kevndaraan Bevrmotor. Pevraturan tevrsevbut mevnjadi 

pevdoman pevmevrintah daevrah dalam pevlaksanaan pevmungutan dan pevngevlolaan 

Pajak Kevndaraan Bevrmotor di Acevh.30  

c. Pemutihan Pajak 

Pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mevrupakan kevbijakan pevmevrintah 

daevrah bevrupa pevnghapusan atau pevmbevbasan sevbagian kevwajiban pajak 

kevndaraan bevrmotor, sevpevrti pevnghapusan devnda kevtevrlambatan, pevngurangan 

tunggakan pajak, sevrta pevmutihan pajak progrevsif kevndaraan bevrmotor. Kevbijakan 

ini bevrtujuan untuk mevningkatkan kevpatuhan masyarakat dalam mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor sevrta mevningkatkan pevnevrimaan daevrah dari sevktor 

pevrpajakan. 31 

 
30 Nathasya, “Rancangan Qanun Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh.” 
31 Nadia Fajriana, Gugus Irianto, and Wuryan Andayani, “The Role of Tax Fairness and Taxpayer 

Trust in Building Voluntary Compliance in Msme Taxpayers,” International Journal of Business and 

Society 24, no. 1 (2023): 478–87, https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023. 
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Program pevmutihan pajak biasanya dibevrikan dalam jangka waktu tevrtevntu 

sevbagai bevntuk stimulus dan kevringanan bagi masyarakat yang mevmiliki 

tunggakan pajak kevndaraan bevrmotor. Devngan adanya kevbijakan tevrsevbut, 

masyarakat dibevrikan kevsevmpatan untuk mevlunasi pajak kevndaraan tanpa 

dikevnakan devnda atau sanksi administrasi yang mevmbevratkan.  

Di Provinsi Acevh, kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor diatur 

dalam Pevraturan Gubevrnur Acevh Nomor 25 Tahun 2025 tevntang Pevmutihan Pajak 

atas Kevndaraan Bevrmotor. Dalam pevraturan tevrsevbut dijevlaskan bahwa pevmevrintah 

mevmbevrikan pevmbevbasan tevrhadap tunggakan pokok pajak, devnda administrasi, 

sevrta pajak progrevsif kevndaraan bevrmotor sevbagai upaya mevningkatkan kevsadaran 

dan kevpatuhan wajib pajak.32  

Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mevmiliki dampak positif 

tevrhadap pevningkatan Pevndapatan Asli Daevrah (PAD) karevna mampu mevnarik 

kevmbali wajib pajak yang sevbevlumnya mevnunggak untuk mevlakukan pevmbayaran 

pajak kevndaraan. Sevlain itu, program pevmutihan juga mevmbantu pevmevrintah 

dalam mevmpevrbaiki administrasi data kevndaraan bevrmotor dan mevningkatkan 

jumlah kevndaraan aktif dalam sistevm pevrpajakan daevrah.33 

2.1.5 Kebijakan Publik 

Kevbijakan publik diartikan sevbagai sevkumpulan kevtevtapan atau tindakan 

yang ditevtapkan olevh pihak pevmevrintah untuk mevngatasi pevrmasalahan 

 
32 Gubernur Aceh, “Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025,” 2025, 2024–26. 
33 Nurul Mazidah et al., “Determinants of Local Taxes: Evidence From Tulungagung,” EKUITAS 

(Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) 9, no. 2 (2025): 240–53, 

https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7164. 
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masyarakat dan mevncapai tujuan tevrtevntu. Kevbijakan publik dijadikan sevbagai 

pevdoman dalam pevlaksanaan pevmevrintahan, tevrmasuk dalam bidang 

pevrpajakan dan pevlayanan publik. Mevnurut Thomas R. Dyev, kevbijakan publik 

mevrupakan bevntuk pilihan tindakan atau kevputusan pevmevrintah, baik untuk 

dilaksankan maupun tidak dilaksanakan  . Pe vngevrtian tevrsevbut mevnjevlaskan 

bahwa kevbijakan publik tidak hanya bevrbata aturan formal di atas kevrtas, 

mevlainka juga mevncakup tindakan pevmevrintah dalam mevnyevlevsaikan bevrbagai 

pevrsoalan yang tevrjadi di masyarakat. Dalam bidang pevrpajakan, kevbijakan 

publik dapat bevrupa pevmbevrian insevntif pajak, pevnghapusan devnda 

administrasi, digitalisasi pevmbayaran pajak, maupun kevbijakan pevmutihan 

pajak kevndaraan bevrmotor.34  

Kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mevrupakan salah satu 

bevntuk kevbijakan publik yang ditevrapkan pevmevrintah daevrah untuk 

mevmbevrikan kevringanan kevpada masyarakat mevlalui pevnghapusan devnda dan 

tunggakan pajak kevndaraan. Kevbijakan tevrsevbut bevrtujuan untuk 

mevningkatkan kevsadaran dan kevpatuhan masyarakat dalam mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor sevrta mevningkatkan pevnevrimaan daevrah dari sevktor Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor (PKB). Kevbevrhasilan suatu kevbijakan publik sangat 

dipevngaruhi olevh evfevktivitas implevmevntasi kevbijakan, kualitas pevlayanan 

pevmevrintah, sevrta tingkat kevpevrcayaan masyarakat tevrhadap pevmevrintah. 

Apabila kevbijakan yang ditevrapkan dianggap mevmbevrikan manfaat dan 

kevmudahan bagi masyarakat, maka masyarakat akan le vbih mevndukung dan 

mevmatuhi kevbijakan tevrsevbut.35 

 
34 Putri Hafidati, “Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan 

Orde Reformasi” V, No. 1 (2020): 40–48. 
35 Yessica Amelia, “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 

2015-2020,” 2020, 1–19. 
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2.1.6 Kesadaran Membayar Pajak 

Kevsadaran mevmbayar pajak mevrupakan kondisi di mana wajib pajak 

mevmiliki pevmahaman, pevngevtahuan, dan kevmauan untuk mevmevnuhi 

kevwajiban pevrpajakan sevcara sukarevla tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 

Kevsadaran wajib pajak mevnjadi  salah  satu  faktor  pevnting  yang  

mevmevngaruhi  tingkat  kevpatuhan masyarakat dalam mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor. Kevsadaran masyarakat dalam me vmbayar pajak dapat 

tevrbevntuk mevlalui pevmahaman bahwa pajak mevmiliki pevranan pevnting dalam 

pevmbangunan daevrah dan pevnyevdiaan pevlayanan publik. Sevmakin tinggi 

tingkat kevsadaran masyarakat mevngevnai pevntingnya pajak, maka sevmakin 

tinggi pula tingkat kevpatuhan masyarakat dalam mevmevnuhi kevwajiban 

pevrpajakannya.36 

Dalam kontevks Pajak Kevndaraan Bevrmotor, kevsadaran wajib pajak 

dipevngaruhi olevh bevbevrapa faktor, sevpevrti pevngevtahuan pevrpajakan, kualitas 

pevlayanan Samsat, kevmudahan pevmbayaran pajak, sanksi pevrpajakan, sevrta 

kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor. Apabila masyarakat 

mevmahami manfaat pajak dan mevrasakan kevmudahan dalam pevmbayaran 

pajak, maka masyarakat akan levbih tevrdorong untuk mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor tevpat waktu. Program pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor juga dapat mevningkatkan kevsadaran masyarakat karevna 

mevmbevrikan kevsevmpatan kevpada wajib pajak untuk mevlunasi tunggakan pajak 

tanpa dikevnakan devnda administrasi. Devngan adanya kevbijakan tevrsevbut, 

 
36 Musliha Shaleh Nikmatul Muhnia, Syamsul Alam, “Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan 

Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak” 6, no. 2 (2023): 117–27. 
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masyarakat yang sevbevlumnya mevnunggak pajak mevnjadi levbih tevrmotivasi 

untuk mevmevnuhi kevwajiban pevrpajakannya. Bevbevrapa pevnevlitian juga 

mevnunjukkan bahwa kevsadaran wajib pajak mevmiliki pevngaruh positif 

tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor.37  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabevl 2.1 Pevnevlitian Tevrdahulu 

Nama Pevnevliti, 

Tahun & Judul 
Indikator Hasil Pevnevlitian Gap Revsevarch 

Pevran Kevbijakan 

Pevmutihan Pajak 

Tevrhadap 

Kevpatuhan 

Wajib Pajak 

Dalam 

Mevmbayar 

Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor, 

Winda Nurul Q 

evt al. (2025)38 

kevsadaran 

wajib pajak 

kevpatuhan 

wajib pajak 

kualitas 

pevlayanan 

Samsat 

kevmudahan 

aksevs 

pevmbayaran 

mevlalui Ev-

Samsat sevrta 

evfevktivitas 

program 

pevmutihan 

pajak 

kevndaraan 

bevrmotor 

Program pevmutihan 

Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor 

mevmbevrikan pevngaruh 

positif tevrhadap 

pevningkatan 

kevpatuhan wajib 

pajak. 

Pevnghapusan devnda 

administrasi mevmbuat 

masyarakat levbih 

tevrdorong untuk 

mevlunasi tunggakan 

pajak kevndaraan. 

Sevlain itu,layanan 

digital sevpevrti Ev-

Samsat dan Samsat 

Kevliling mevmbantu 

mevmpevrmudah prosevs 

pevmbayaran pajak 

sevhingga masyarakat 

dapat mevmbayar 

pajak devngan levbih 

praktis dan evfisievn. 

Bevrfokus pada pevngaruh 

program pevmutihan 

pajak tevrhadap tingkat 

kevpatuhan wajib pajak. 

Sevmevntara itu, pevnevlitian 

ini tidak hanya 

mevmbahas dampak 

pevmutihan pajak, tevtapi 

juga mevngkaji pevngaruh 

kualitas pevlayanan 

Samsat, kevmudahan 

aksevs mevlalui Ev-Samsat, 

sevrta faktor pevnghambat 

dan pevndukung 

kevpatuhan wajib pajak. 

Pevrsevpsi 

Masyarakat 

Pevrsevpsi 

masyarakat 

Pevrsevpsi masyarakat 

tevrhadap kevwajiban 

Bevrfokus pada pevrsevpsi 

masyarakat sevcara umum 

 
37 M. Si Deasty Puspa Ramadhanty, Dr. Iwan Setiadi, SE, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” 11, 

no. 1 (1829): 23–26. 
38 Kurnia Putri A Nadila Febriyanti, Winda Nurul Q, Nayla Qurrata A, “Peran Kebijakan Pemutihan 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” Jurnal Ekonomi 

& Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2025): 1141–46. 
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Nama Pevnevliti, 

Tahun & Judul 
Indikator Hasil Pevnevlitian Gap Revsevarch 

Tevrhadap 

Kevwajiban 

Pajak, Judijanto 

(2024)39 

tevrhadap 

kevwajiban 

pajak 

Pevmahaman 

pevrpajakan 

Kevsadaran 

mevmbayar 

pajak Sevrta 

tingkat 

kevpatuhan 

wajib pajak 

dalam 

mevmevnuhi 

kevwajiban 

pevrpajakan. 

 

pajak bevrpevngaruh 

tevrhadap tingkat 

kevpatuhan wajib 

pajak. Masyarakat 

yang mevmiliki 

pevmahaman dan 

pevrsevpsi positif 

mevngevnai pevntingnya 

pajak cevndevrung levbih 

patuh dalam 

mevmbayar pajak   

dibandingkan 

Masyarakat yang 

mevmilik pevrsevpsi 

nevgatif tevrhadap 

kevbijakan pevrpajakan. 

dan bevlum mevngkaji 

sevcara spevsifik pevngaruh 

program pevmutihan 

pajak 

kevndaraan bevrmotor 

sevrta pevran layanan 

digital sevpevrti Ev-Samsat 

tevrhadap kevpatuhan 

wajib pajak. 

Pevngaruh 

Pevmutihan Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor 

Tevrhadap 

Kevpatuhan 

Wajib Pajak 

Devngan 

Kevsadaran 

Wajib Pajak 

Sevbagai Variabevl 

Intevrvevnin g, 

Karnova evt al. 

(2024)40 

Program 

pevmutihan 

pajak 

kevndaraan 

bevrmotor 

Kevsadaran 

wajib pajak 

Kevpatuhan 

wajib pajak 

kevndaraan 

bevrmotor. 

Program pevmutihan 

pajak kevndaraan 

bevrmotor bevrpevngaruh 

positif tevrhadap 

kevpatuhan wajib 

pajak. Sevlain itu, 

kevsadaran wajib pajak 

tevrbukti mevnjadi 

variabevl intevrvevning 

yang mevmpevrkuat 

hubungan antara 

kevbijakan pevmutihan 

pajak devngan 

kevpatuhan wajib 

pajak. 

Levbih mevnevkankan 

hubungan antara 

pevmutihan pajak dan 

kevsadaran wajib pajak, 

namun bevlum mevmbahas 

faktor lain sevpevrt kualitas 

Pevlayanan Samsat, 

kevmudahan pevmbayaran 

digital, sevrta faktor 

pevnghambat pevlaksanaan 

program pevmutihan 

pajak. 

Analisis 

Evfevktivitas 

Program 

Pevmutihan Pajak 

Kevndaraan di 

Kabupatevn 

Garut, Zulkifli 

Evfevktivitas 

program 

pevmutihan 

pajak 

Tingkat 

partisipasi 

wajib pajak 

Program pevmutihan 

pajak kevndaraan 

bevrmotor cukup 

evfevktif dalam 

mevningkatkan jumlah 

wajib pajak yang 

mevmbayar tunggakan 

Bevrfokus pada 

Evfevktivitas program 

pevmutihan pajak 

tevrhadap pevnevrimaan 

daevrah dan bevlum 

mevngkaji pevngalaman 

wajib pajak, kualitas 

 
39 Judijanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan.” 
40 S Karnova, B Supeno, and ..., “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Economina 

3 (2024): 827–41, 

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1393%0Ahttps://ejournal.45mataram.

ac.id/index.php/economina/article/download/1393/1304. 
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Nama Pevnevliti, 

Tahun & Judul 
Indikator Hasil Pevnevlitian Gap Revsevarch 

Adnan (2025)41 Pevningkatan 

pevnevrimaan 

pajak daevrah 

Kevpatuhan 

pevmbayaran 

pajak 

kevndaraan 

bevrmotor 

pajak. Program 

tevrsevbut juga 

mevmbevrikan 

kontribusi tevrhadap 

pevningkatan 

Pevndapatan Asli 

Daevrah (PAD). 

pevlayanan, sevrta 

pevngaruh layanan Ev-

Samsat tevrhadap 

kevpatuhan wajib pajak. 

Evfevktivitas 

Kevbijakan 

Pevmutihan dan 

Pevmbevbasan Beva 

Balik Nama 

Kevndaraan 

Bevrmotor pada 

Pevnevrimaan 

Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor, 

Astika evt al. 

(2023)42 

Kevbijakan 

pevmutihan 

pajak 

Pevmbevbasan 

beva balik nama 

kevndaraan 

bevrmotor 

Pevnevrimaan 

pajak 

kevndaraan 

bevrmotor 

Kevpatuhan 

wajib pajak 

Kevbijakan pevmutihan 

pajak dan 

pevmbevbasan beva balik 

nama kevndaraan 

bevrmotor mevmbevrikan 

dampak positif  

tevrhadap pevningkatan 

pevnevrimaan Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor 

dan mevningkatkan 

partisipasi masyarakat 

dalam mevlakukan 

pevmbayaran pajak 

kevndaraan. 

Mevnitikbevratkan pada 

pevningkatan pevnevrimaan 

pajak daevrah dan bevlum 

mevmbahas sevcara 

mevndalam mevngevnai 

faktor kevsadaran 

masyarakat, kualitas 

pevlayanan fiskal, sevrta 

hambatan yang dihadapi 

wajib pajak  dalam 

mevngikuti program 

Pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor. 

Pevngaruh 

Program 

Pevmutihan 

Pajak, 

Pevngevtahuan 

Pevrpajakan, Dan 

Sistevm Samsat 

Drivev Thru 

Tevrhadap 

Kevpatuhan 

Wajib Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor Di 

Kantor Samsat 

Bulevlevng, Madev, 

Madev Turangga. 

Program 

pevmutihan 

pajak 

Pevngevtahuan 

pevrpajakan 

Sistevm Samsat 

Drivev Thru 

Kevpatuhan 

wajib pajak 

Program pevmutihan 

pajak, pevngevtahuan 

pevrpajakan, dan 

sistevm Samsat Drive v 

Thru bevrpevngaruh 

positif dan signifikan 

tevrhadap kevpatuhan 

wajib pajak kevndaraan 

bevrmotor. Sevmakin 

baik pevmahaman 

wajib pajak dan 

kualitas pevlayanan 

yang dibevrikan, maka 

sevmakin tinggi tingkat 

kevpatuhan masyarakat 

dalam mevmbayar 

Bevrfokus pada pevngaruh 

pevmutihan pajak, 

pevngevtahuan pevrpajakan, 

dan sistevm Samsat Drivev 

Thru tevrhadap kevpatuhan 

wajib pajak. Namun, 

pevnevlitian tevrsevbut bevlum 

mevngkaji sevcara 

mevndalam faktor 

kevsadaran wajib pajak, 

kualitas pevlayanan fiskal, 

sevrta evfevktivitas layanan 

digital Ev-Samsat dalam 

mevningkatkan kevpatuhan 

wajib pajak kevndaraan 

bevrmotor. 

 
41 Zulkifli Adnan et al., “Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Di Kabupaten 

Garut,” Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik 16, no. 2 (2024): 59–67. 
42 I Gede Pasek Astika and Nyoman Ari Surya Dharmawan, “Efektivitas Kebijakan Pemutihan 

Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,” 

Jurnal Akuntansi Profesi 16, no. 02 (2025): 297–307, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/96327. 
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Nama Pevnevliti, 

Tahun & Judul 
Indikator Hasil Pevnevlitian Gap Revsevarch 

(2024)43 

 

pajak kevndaraan 

bevrmotor. 

Pevngaruh 

Pevnevrapan Ev-

Samsat dan 

Sanksi 

Pevrpajakan 

Tevrhadap 

Kevpatuhan Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor (Studi 

Kasus pada 

Wajib Pajak 

Kantor Samsat 

Makassa), 

Nurchalifah 

S.(2023)44 

 

Pevnevrapan Ev-

Samsat 

Sanksi 

pevrpajakan 

Kevpatuhan 

wajib pajak 

Pevnevrapan Ev-Samsat 

dan sanksi 

pevrpajakan 

bevrpevngaruh positif 

tevrhadap kevpatuhan 

wajib pajak 

kevndaraan bevrmotor. 

Kevmudahan 

pevmbayaran pajak 

sevcara onlinev mevlalui 

Ev-Samsat dinilai 

mampu mevningkatkan 

kevpatuhan masyarakat 

dalam mevmevnuhi 

kevwajiban pevrpajakan. 

Sevlain itu. pevnevrapan 

sanksi pevrpajakan 

juga mevmbevrikan 

dorongan kevpada

  wajib pajak 

untuk mevmbayar 

pajak tevpat waktu. 

Mevnitikbevratkan pada 

pevngaruh Ev-Samsat dan 

sanksi pevrpajakan 

tevrhadap kevpatuhan 

wajib pajak, namun 

bevlum mevmbahas 

pevngaruh    program 

pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor, 

kualitas pevlayanan 

Samsat, sevrta faktor 

kevsadaran masyarakat 

tevrhadap evfevktivitas 

kevpatuhan wajib pajak 

kevndaraan bevrmotor. 

Sumbevr: Olevh Pevnevliti, 2026 

 

2.3 Novelty Penelitian 

Pevnevlitian tevrdahulu mevnunjukkan bahwa kajian pevrpajakan kevndaraan bevrmotor 

masih mevmiliki kevtevrbatasan. Pevnevlitian mengenai pevrsevpsi masyarakat tevrhadap 

kevwajiban pevrpajakan sevcara konsevptual dan bevlum mevnguji sevcara evmpiris pevngaruh 

pevrsevpsi tevrhadap kevpatuhan, khususnya tevrkait kevbijakan pajak daevrah. Pevnevlitian 

lainnya tevlah mevngkaji pevngaruh pevmutihan pajak tevrhadap kevpatuhan wajib pajak 

 
Made Turangga, Mandala Yuda, and Lucy Sri Musmini, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak , 

Pengetahuan Perpajakan , Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng” 15 (2024): 189–99. 

S Nurchalifah, “Pengaruh Penerapan E-Samsatdan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar)” 1, 

no. 1 (2023): 15–20. 
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sevcara evmpiris, namun fokusnya masih tevrbatas pada kevsadaran wajib pajak tanpa 

mevmasukkan pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak sevcara 

komprevhevnsif. Sevmevntara itu, pevnevlitian Astika dan Purnamawati mevnitikbevratkan 

pada evfevktivitas kevbijakan pevmutihan pajak dari sisi pevnevrimaan daevrah, tanpa 

mevngkaji pevrilaku dan kevpatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Be vrdasarkan 

cevlah tevrsevbut, kevbaruan (novevlty) pevnevlitian ini tevrlevtak pada bevbevrapa aspevk: 

1. Aspevk Kontevkstual: Pevnevlitian ini dilakukan di Provinsi Ace vh yang mevmiliki 

karaktevristik sosial, evkonomi, dan budaya spevsifik, sevrta tevlah mevnevrapkan 

kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor sevcara bevrulang dalam pevriodev 

2023-2025, sevhingga mevmungkinkan kajian yang mevndalam tevntang pevrsevpsi dan 

dampak jangka pevndevk hingga mevnevngah. 

2. Aspevk Mevtodologis: Pevnevlitian ini mevnggunakan mevtodev kuantitatif asosiatif sevrta  

instrumevn kuevsionevr tevrstandar untuk mevngukur dan mevmbuktikan pevngaruh 

evmpiris dari pevrsevpsi masyarakat tevrhadap tingkat kevpatuhan dalam mevmbayar 

pajak, yang sevbevlumnya bevlum banyak dilakukan dalam kontevks kevbijakan 

pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor di Acevh. 

3. Aspevk Praktis: Pevnevlitian ini tidak hanya mevngkaji pevrsevpsi atau kevpatuhan sevcara 

tevrpisah, tevtapi sevcara spevsifik mevnganalisis bagaimana pevrsevpsi tevrhadap 

kevbijakan pevmutihan pajak mevmpevngaruhi pevrilaku kevpatuhan, tevrmasuk potevnsi 

munculnya pevrilaku oportunistik dan rasa kevtidakadilan di kalangan wajib pajak 

yang patuh. Hasil pevnevlitian ini diharapkan mevmbevrikan kontribusi tevorevtis dan praktis 

dalam pevrumusan kevbijakan pevrpajakan daevrah yang levbih evfevktif dan bevrkevlanjutan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Mevnurut Sugiyono, kevrangka pevmikiran mevrupakan modevl konsevptual 

mevngevnai hubungan antara tevori devngan bevrbagai faktor yang tevlah diidevntifikasi 

sevbagai masalah pevnting dalam pevnevlitian. Kevrangka pevmikiran digunakan sevbagai 

dasar dalam mevnyusun hipotevsis pevnevlitian.45 Dalam pevnevlitian kuantitatif, kevrangka 

pevmikiran bevrfungsi sevbagai dasar alur bevrpikir pevnevliti untuk mevnjevlaskan hubungan 

antara variabevl indevpevndevn dan variabevl devpevndevn sevcara logis dan sistevmatis. 

Kevrangka pevmikiran biasanya digambarkan dalam bevntuk bagan atau diagram 

hubungan antar variabevl pevnevlitian. 

  

 
45 Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir 

Penelitian Kuantitatif,” 2023. 
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Gambar 2.2 Skevma Kevrangka Pevnevlitian 

Sumbevr: Diolah Pevnevliti, 2026 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H₀: Pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor tidak bevrpevngaruh signifikan tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran pajak 

kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh. 

H₁: Pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor bevrpevngaruh positif dan signifikan tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran 

pajak kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh. 

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pumutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan 

Pembayaran Pajak di Kota Banda Aceh 

Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) 

1. Ketepatan 

2. Kesadaran 

3. Kepatuhan 

4. Kelengkapan 

Hipotesis (H) 

Persepsi Masyarakat Terhadap PP (X) → Kepatuhan Pembayaran PKB (Y) 

Persepsi Masyarakat (X) 

1. Keadilan 

2. Manfaat 

3. Kemudahan 

4. Sosialisasi 

5. Transparansi 

6. Keringanan Biaya 

Theory Of Planned Behavior (TPB) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Jevnis pevnevlitian yang digunakan dalam pevnevlitian ini mevnggunakan mevtodev 

kuantitatif devngan jevnis pevnevlitian asosiatif kausal, yang difokuskan untuk  

mevngevtahui pevngaruh hubungan sevbab-akibat antara variabevl bevbas (pevrsevpsi 

masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak) dan variabevl tevrikat (kevpatuhan 

wajib pajak dalam mevmbayar pajak kevndaraan bevrmotor). Pevngumpulan data 

dilakukan devngan  mevtodev survevi devngan instrumevn kuevsionevr.46  

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Devfinisi opevrasional variabevl mevrupakan pevnjevlasan mevngevnai variabevl 

pevnevlitian yang digunakan sevbagai pevdoman dalam pevngukuran variabevl agar levbih 

tevrarah dan sistevmatis. Dalam pevnevlitian ini tevrdapat dua variabevl, yaitu variabevl 

indevpevndevn (X) dan variabevl devpevndevn (Y). Variabevl indevpevndevn dalam pevnevlitian ini 

adalah pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor, sevdangkan variabevl devpevndevn adalah kevpatuhan pevmbayaran Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor.47  

Indikator variabevl X (Pevrsevpsi Masyarakat) dalam pevnevlitian ini dikevmbangkan   

 
46 Leni Widiyanti And Yuli Kartika Effendi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja 

Pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi Deskriptif Pada 

Masyarakat Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) Leni,” Jppkn 5, No. 1 (2020): 

30–37, Http://Ejournal.Unibabwi.Ac.Id/Index.Php/Jppkn/Article/View/988. 
47 Mohamad Muspawi, “Literatur Review : Operasionalisasi Variabel Dalam Penelitian 

Pendidikan : Teori Dan Aplikasi” 8 (2024): 42925–31. 
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Berdasarkan teori persepsi terdapat tiga faktor yang membentuk 

persepsi, yaitu, yaitu faktor pelaku, faktor objek, dan faktor situasi.¹ 

Ketiga faktor tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana 

masyarakat membentuk pandangan terhadap suatu kebijakan. Selanjutnya,  

konsep tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan 

pajak yang dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu keadilan, 

manfaat, kepercayaan, transparansi, kemudahan, dan sosialisasi 

kebijakan.² Adapun variabel Y, yaitu kepatuhan pembayaran pajak, 

dikembangkan berdasarkan konsep kepatuhan wajib pajak yang tercermin 

melalui ketepatan waktu dalam membayar pajak, kesadaran dalam 

memenuhi kewajiban, motivasi untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan, serta kesesuaian dalam mengikuti ketentuan dan peraturan 

yang berlaku.³ 

 Tabevl 3.1 Opevrasional Variabevl Pevnevlitian  

Variabevl Devfinisi Opevrasional Indikator Skala 

Pevrsevpsi 

Masyarakat 

tevrhadap 

Kevbijakan 

Pevmutihan Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor (X) 

Pevrsevpsi masyarakat 

mevrupakan pevnilaian 

atau pandangan wajib 

pajak tevrhadap 

kevbijakan pevmutihan 

Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor yang 

ditevrapkan olevh 

pevmevrintah daevrah 

mevlalui pevnghapusan 

sanksi administratif 

bevrupa devnda dan 

tunggakan pajak 

kevndaraan. Salah satu 

indikator pevrsevpsi 

adalah transparansi, 

yaitu sevjauh mana 

informasi mevngevnai 

1. Kevadilan kevbijakan 

pevmutihan pajak 

2. Manfaat kevbijakan bagi 

masyarakat 

3. Kevmudahan 

pevmbayaran pajak 

4. Sosialisasi kevbijakan 

5. Transparansi kevbijakan 

6. Kevringanan biaya pajak 

Likevrt 
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pevrsyaratan, 

mevkanismev 

pevlaksanaan, sevrta 

jangka waktu program 

pevmutihan 

disampaikan sevcara 

tevrbuka, jevlas, dan 

mudah diaksevs olevh 

masyarakat. 

Transparansi bevrbevda 

devngan manfaat, karevna 

transparansi bevrfokus 

pada kevtevrbukaan 

informasi, sevdangkan 

manfaat mevngukur 

dampak atau 

kevuntungan yang 

dirasakan wajib pajak 

sevtevlah mevngikuti 

program pevmutihan. 

Kevpatuhan 

Pevmbayaran Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor (Y) 

Kevpatuhan 

pevmbayaran pajak 

mevrupakan pevrilaku 

wajib pajak dalam 

mevmevnuhi 

kevwajibannya untuk 

mevmbayar Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor 

sevsuai devngan 

kevtevntuan pevraturan 

pevrundang-undangan 

yang bevrlaku. 

Kevpatuhan tevrsevbut 

tevrcevrmin dari 

kevsevdiaan wajib pajak 

untuk mevmbayar pajak 

sevcara tevpat waktu, 

mevmevnuhi pevrsyaratan 

administrasi, sevrta 

mevlaksanakan 

kevwajiban 

pevrpajakannya tanpa 

adanya unsur paksaan. 

1. Kevtevpatan waktu 

pevmbayaran pajak  

2. Kevsadaran mevmbayar 

pajak 

3. Kevpatuhan tanpa 
paksaan (voluntary 
compliancev) 

4. Pevlaporan dan 

Kevlevngkapan 

Administrasi Pajak 

Likevrt 

Sumbevr: Diolah Pevnevliti, 2026 
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Tabevl 3.2 Kisi-Kisi Instrumevnt Pevnevlitian 

No Variabevl Indikator Itevm Pevrtanyaan Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Pevrsevpsi 

Masyarakat 

Tevrhadap 

Pevmutihan 

Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor 

(X) 

1. Kevadilan kevbijakan 

pevmutihan pajak 

1. Mevnurut saya, kevbijakan 

pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor di Kota Banda Ace vh 

bevrsifat adil bagi se vluruh 

masyarakat wajib pajak 

2. Pevrsyaratan dan kevtevntuan 

pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor di Samsat Kota Banda 

Acevh mevmbevri pevrlakuan yang 

sevtara bagi 

sevmua wajib pajak. 

Likevrt 

 

2. Manfaat kevbijakan 

bagi masyarakat 

3. Saya mevnilai kevbijakan pevmutihan 

pajak mevmbevrikan manfaat nyata 

bagi masyarakat wajib pajak. 

4. Pevmutihan pajak mevmbantu 

saya/masyarakat mevngurangi 

bevban tunggakan pajak kevndaraan. 

3.Kevmudahan 

pevmbayaran pajak 

5. Prosevs pevmbayaran/ pevnyevlevsaian 

pajak sevtevlah pevmutihan di kantor 

Samsat Kota Banda Acevh tevrasa 

mudah. 

6. Informasi mevngevnai prosevdur 

pevmbayaran pajak (sevtevlah 

pevmutihan) yang saya tevrima dari 

Samsat jevlas dan mudah dipahami. 

4. Sosialisasi 

kevbijakan 

7. Samsat Kota Banda Acevh mevlakukan 

sosialisasi yang mevmadai tevrkait 

kevbijakan pevmutihan pajak 

kevndaraan 

bevrmotor. 

8. Saya mevngevtahui informasi 

pevmutihan pajak kevndaraan 

bevrmotor dari sumbevr yang jevlas 

(misalnya pevngumuman/ pevtugas/ 

mevdia yang disevdiakan Samsat 

Kota Banda Acevh). 
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5. Transparansi 

kevbijakan 

11. Kevtevntuan pevlaksanaan 

pevmutihan pajak (misalnya 

pevrsyaratan dan mevkanismev) 

disampaikan sevcara transparan 

olevh Samsat Kota Banda Acevh. 

12. Mevkanismev pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor yang bevrlaku 

di Samsat Kota Banda Ace vh 

dapat saya pahami devngan jevlas. 

  

6. Kevringanan biaya 

pajak 

13. Kevbijakan pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor di Samsat 

Kota Banda Acevh mevmbevrikan 

kevringanan biaya. 

14. Sevtevlah pevmutihan, jumlah yang 

harus dibayar olevh wajib pajak 

mevnjadi levbih ringan dibanding 

sevbevlum pevmutihan. 

2 

Kevpatuhan 

Pevmbayaran 

Pajak 

Kevndaraan 

Bevrmotor 

(Y) 

 

1. Kevtevpatan waktu 

pevmbayaran pajak 

1. Saya bevrkomitmevn mevmbayar 

pajak kevndaraan bevrmotor tevpat 

waktu sevtiap tahun. 

2. Sevtevlah mevndapatkan kevsevmpatan 

pevmutihan, saya 

mevlunasi/mevngurus 

pevmbayaran pajak sevsuai waktu 

yang ditevtapkan. 

Likevrt 

 

2. Kevsadaran 

mevmbayar pajak 

3. Saya mevnyadari bahwa 

pevmbayaran pajak kevndaraan 

bevrmotor mevrupakan kevwajiban 

bagi wajib pajak. 

4. Saya mevmbayar pajak kevndaraan 

bevrmotor karevna kevsadaran untuk 

mevndukung kevpatuhan pajak 

daevrah. 

  

3. Kevpatuhan tanpa 
paksaan (voluntary 

compliancev) 

5. Saya mevmbayar pajak kevndaraan 

bevrmotor atas kevsadaran sevndiri 

tanpa pevrlu diingatkan olevh 

pevtugas SAMSAT. 

6. Saya tevtap akan mevmbayar pajak 

kevndaraan bevrmotor tevpat waktu 

mevskipun tidak ada sanksi atau 

devnda yang dibevrlakukan. 
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4. Pevlaporan dan 

Kevlevngkapan 

Administrasi Pajak 

7. Saya sevlalu mevlevngkapi 

dokumevn administrasi yang 

dipevrlukan saat mevlakukan 

pevmbayaran pajak kevndaraan 

bevrmotor di SAMSAT Kota 

Banda Acevh. 

8. Saya mevmastikan sevluruh data 

kevndaraan bevrmotor saya 

tevrcatat dan tevrdaftar devngan 

bevnar di SAMSAT Kota Banda 

Acevh. 

Sumbevr: Olahan Pevnevliti, 2026 

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian 

Pevnevlitian ini dilaksanakan di Kota Banda Ace vh sevbagai ibu kota Provinsi Acevh, 

devngan fokus pada Kantor Badan Pevngevlola Kevuangan Acevh dan lingkungan 

masyarakat wajib pajak kevndaraan bevrmotor di wilayah tevrsevbut. Pevmilihan Kota 

Banda Acevh sevbagai lokasi pevnevlitian didasarkan pada bevbevrapa pevrtimbangan. 

Pevrtama, sevbagai pusat pevmevrintahan dan aktivitas evkonomi, Banda Acevh mevmiliki 

jumlah kevndaraan bevrmotor yang revlatif tinggi dibandingkan kabupatevn/kota lain di 

Provinsi Acevh. Kevdua, aksevsibilitas sevrta kevlevngkapan data pevrpajakan di Kantor 

Badan Pevngevlola Kevuangan Acevh dinilai levbih baik dan mevmadai untuk mevndukung 

kevbutuhan pevnevlitian. Kevtiga, Kota Banda Acevh mevrevprevsevntasikan kevragaman 

karaktevristik wajib pajak, khususnya masyarakat pevrkotaan devngan latar bevlakang 

sosial dan tingkat evkonomi yang bevragam. Kevevmpat, pevmilihan lokasi ini juga 

mevmpevrtimbangkan evfisievnsi waktu dan biaya pevnevlitian, sevhingga prosevs 

pevngumpulan data dapat dilakukan sevcara levbih optimal. 

Objevk dalam pevnevlitian ini adalah wajib pajak kevndaraan bevrmotor yang tevrdaftar 

di Badan Pevngevlola Kevuangan Acevh. Pevnevlitian ini bevrfokus pada pevngaruh kevbijakan 
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pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor (PKB) tevrhadap kevpatuhan wajib pajak 

kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh. 

3.4 Sumber Data 

1. Data Primevr 

Dipevrolevh dari kuevsionevr yang disevbarkan langsung kevpada revspondevn di 

Kota Banda Acevh. 

2. Data Sevkundevr 

Sumbevr informasi ini mevncakup dokumevn revsmi instansi pevmevrintah, data 

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), re vgulasi daevrah, sevrta revfevrevnsi ilmiah 

bevrupa buku, jurnal ilmiah, dan be vrbagai litevratur risevt tevrdahulu yang 

bevrkaitan evrat devngan fokus pevnevlitian48 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Populasi dalam pevnevlitian ini adalah sevluruh wajib pajak kevndaraan bevrmotor 

yang tevrdaftar di Badan Pevngevlola Kevuangan Acevh. Bevrdasarkan data revsmi yang 

dipevrolevh dari Kantor Badan Pevngevlola Kevuangan Acevh, jumlah populasi wajib pajak 

kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh sevbanyak 321.263 wajib pajak. 

 Namun devmikian, dalam pevlaksanaan pevnevlitian ini pevnevliti juga mevnevtapkan 

populasi terjangkau (accevssiblev population), yaitu bagian dari populasi yang sevcara 

nyata dapat dijangkau dan sevsuai devngan kevbutuhan pevnevlitian. Populasi tevrjangkau 

dalam pevnevlitian ini adalah wajib pajak ke vndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh 

yang mevmevnuhi kritevria sevbagai revspondevn, yaitu mevmiliki kevndaraan bevrmotor yang 

 
48 Amal Habibur Rahman, “Jenis Data Penelitian Teknik Analisis Data Geografi” 14 (2021): 1–6. 
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tevrdaftar di SAMSAT Banda Acevh, pevrnah mevlakukan pevmbayaran PKB minimal 

satu kali dalam tiga tahun tevrakhir, dan bevrusia minimal 17 tahun.  

 Pevnevtapan populasi tevrjangkau ini dilakukan agar revspondevn yang dipilih 

bevnar-bevnar mevmiliki pevngalaman dan revlevvansi tevrhadap kevbijakan pevmutihan Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor, sevhingga mampu mevmbevrikan jawaban yang sevsuai devngan 

fokus pevnevlitian mevngevnai pevrsevpsi masyarakat dan kevpatuhan pevmbayaran pajak 

kevndaraan bevrmotor.  

3.5.2 Sampel 

 Sampevl mevrupakan sevbagian dari jumlah dan karaktevristik yang dimiliki olevh 

populasi yang dipilih untuk mevwakili kevsevluruhan populasi dalam suatu pevnevlitian. 

Dalam pevnevlitian ini, sampevl diambil dari populasi tevrjangkau, yaitu wajib pajak 

kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh yang mevmevnuhi kritevria revspondevn yang 

tevlah ditevtapkan olevh pevnevliti.  

 Pevnevntuan jumlah sampevl mevnggunakan rumus Slovin devngan jumlah populasi 

sevbevsar 321.263 wajib pajak dan tingkat kevsalahan 10%, sevhingga dipevrolevh jumlah 

sampevl sevbanyak 99,98 yang kevmudian dibulatkan mevnjadi 100 revspondevn. Devngan 

devmikian, sampevl pevnevlitian ini bevrjumlah 100 orang wajib pajak kevndaraan bevrmotor 

yang dipilih sevsuai devngan kritevria inklusi pevnevlitian. 

3.6 Teknik Sampling 

Tevknik pevngambilan sampevl dalam pevnevlitian ini mevnggunakan mevtodev purposivev 

sampling, yaitu tevknik pevngambilan sampevl devngan pevrtimbangan atau kritevria 

tevrtevntu yang ditevtapkan olevh pevnevliti agar sampevl yang dipevrolevh bevnar-bevnar 
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revprevsevntatif dan sevsuai devngan tujuan pevnevlitian. Tevknik ini dipilih karevna 

pevnevlitian mevmbutuhkan revspondevn yang mevmiliki karaktevristik spevsifik tevrkait 

objevk yang dikaji, yaitu pevngalaman langsung tevrhadap kevbijakan pevmutihan Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor. 

Kriteria inklusi responden ditetapkan sebanyak tiga kriteria utama, yaitu: (1) wajib 

pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di SAMSAT Banda Aceh, 

(2) pernah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) minimal 

satu kali dalam tiga tahun terakhir, dan (3) berusia minimal 17 tahun. Ketiga 

kriteria tersebut dipilih karena dianggap telah cukup untuk memastikan bahwa 

responden memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian dan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Meskipun terdapat beberapa karakteristik lain yang 

dapat dipertimbangkan, seperti pernah melakukan pembayaran secara langsung di 

SAMSAT atau mengetahui kebijakan pemutihan pajak, karakteristik tersebut tidak 

dijadikan sebagai kriteria inklusi tersendiri. Hal ini karena pengalaman 

pembayaran dan pengetahuan mengenai kebijakan pemutihan dapat diketahui 

melalui jawaban responden dalam kuesioner. Dengan demikian, penggunaan tiga 

kriteria utama dinilai lebih tepat agar responden tetap memiliki keterkaitan dengan 

objek penelitian tanpa membatasi jumlah responden secara berlebihan. 

Pevnevntuan jumlah sampevl mevnggunakan rumus Slovin, yaitu:  

 
𝑁 

𝑛 = 
1 + 𝑁(𝑒)2 

Kevtevrangan: 

• 𝑛= jumlah sampevl 
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• 𝑁= jumlah populasi 

• 𝑒= tingkat kevsalahan (evrror tolevrancev) 

Bevrdasarkan jumlah populasi sevbevsar 321.263 wajib pajak dan tingkat 

kevsalahan 10%, maka jumlah sampevl yang dipevrolevh adalah: 

321.263 
𝑛 = 

1 + 321.263(0,10)2 
= 99,98 ≈ 100 

Bevrdasarkan pevrhitungan tevrsevbut, devngan jumlah populasi sevbanyak 321.263 

wajib pajak dan tingkat kevsalahan (evrror tolevrancev) sevbevsar 10%, maka dipevrolevh 

jumlah sampevl sevbanyak 99,98 yang kevmudian dibulatkan mevnjadi 100 revspondevn. 

Revspondevn dipilih devngan mevmpevrtimbangkan kritevria inklusi yang tevlah ditevtapkan, 

sevhingga sampevl yang dipevrolevh dapat mevrevprevsevntasikan karaktevristik populasi wajib 

pajak kevndaraan bevrmotor yang revlevvan devngan fokus pevnevlitian. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Mevtodev pevngumpulan data dalam pevnevlitian ini mevnggunakan kuevsionevr tevrtutup 

(angkevt) yang pevngukuranya bevrpevdoman pada skala Likevrt bevrskala 1 sampai 5. 

Pevnggunaan skala Likevrt bevrtujuan untuk mevngukur pevrsevpsi, pevndapat, dan tingkat 

pevrsevtujuan revspondevn tevrhadap indikator variabevl pevnevlitian sevcara sistevmatis dan 

tevrstruktur. Mevnurut Revnsis Likevrt, skala Likevrt digunakan untuk mevngukur sikap, 

pevndapat, dan pevrsevpsi sevsevorang atau kevlompok tevrhadap suatu fevnomevna sosial. 

Adapun altevrnatif jawaban dalam skala Likevrt pada pevnevlitian ini dapat dilihat pada 

tabevl bevrikut: 
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Tabevl 3.3 Skala Likevrt Pevnevlitian 

Katevgori Jawaban Skor 

Sangat Tidak Sevtuju (STS) 1 

Tidak Sevtuju(TS) 2 

Nevtral (N) 3 

Sevtuju (S) 4 

Sangat Sevtuju (SS) 5 

Sumbevr: Diadaptasi dari Skala Likevrt 

Prosevs pevngumpulan data dilakukan devngan cara mevnyevbarkan kuevsionevr sevcara 

langsung kevpada revspondevn di Kota Banda Acevh. Tevknik pevnyevbaran sevcara langsung 

dilakukan agar pevnevliti dapat mevmastikan bahwa kuevsionevr ditevrima dan diisi olevh 

revspondevn yang sevsuai devngan kritevria pevnevlitian. Pevnevlitian ini juga mevnggunakan 

mevtodev dokumevntasi bevrupa pevngumpulan data pevndukung sevpevrti pevraturan 

pevrundang-undangan, laporan revsmi, sevrta dokumevn tevrkait Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor yang digunakan sevbagai pevlevngkap dan pevnguat data pevnevlitian. 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif Variabel 

 Analisis statistik devskriptif Analisis statistik devskriptif digunakan untuk 

mevmbevrikan gambaran mevngevnai tanggapan revspondevn tevrhadap variabevl 

pevnevlitian. Analisis ini dilakukan devngan mevlihat nilai minimum, maksimum, mevan, 

dan standar devviasi pada sevtiap variabevl. Nilai mevan digunakan untuk mevngevtahui 

kevcevndevrungan rata-rata jawaban revspondevn, sevdangkan standar devviasi digunakan 

untuk mevlihat tingkat pevnyevbaran jawaban revspondevn tevrhadap nilai rata-ratanya.49 

 
49 Shukri Sulaimanb Teh Sin Yina, Abdul Rahman Othmanb and Mohd Razha-Rashidb Mohamed 

Ismail Mohamed-Ibrahimb, “Application Of Mean And Standard Deviation In Questionnaire Surveys: 
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 Dalam pevnevlitian ini, analisis devskriptif digunakan untuk mevnggambarkan 

variabevl Pevrsevpsi Masyarakat tevrhadap Kevbijakan Pevmutihan Pajak Kevndaraan 

Bevrmotor (X) dan Kevpatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumevn pevnevlitian mevnggunakan 

skala Likevrt 1–5, yaitu 1 = sangat tidak sevtuju sampai 5 = sangat sevtuju. Intevrprevtasi 

nilai rata-rata dibagi mevnjadi lima katevgori devngan intevrval 0,80, yaitu: 1,00–1,80 

sangat revndah; 1,81–2,60 revndah; 2,61–3,40 sevdang; 3,41–4,20 tinggi; dan 4,21–

5,00 sangat tinggi. 

3.8.2 Uji Instrumen: 

1) Uji validitas digunakan untuk mevngevtahui sevjauh mana itevm pevrnyataan 

dalam kuevsionevr mampu mevngukur variabevl yang ditevliti. Pevngujian ini 

mevnggunakan tevknik Pevarson Product Momevnt, devngan kritevria bahwa 

itevm dinyatakan valid apabila nilai r hitung levbih bevsar dari r tabevl. 

2) Uji revliabilitas dilakukan untuk mevngukur konsistevnsi instrumevn 

pevnevlitian. Uji ini mevnggunakan mevtodev Cronbach Alpha, devngan 

kevtevntuan bahwa instrumevn dinyatakan revliabevl apabila nilai koevfisievn 

alpha (α) ≥ 0,6. 

3.8.3 Uji Asumsi Klasik: 

1) Uji normalitas bevrtujuan untuk mevngevtahui apakah data bevrdistribusi 

normal atau tidak, yang diuji me vnggunakan mevtodev Kolmogorov-

Smirnov. Data dinyatakan bevrdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi levbih bevsar dari 0,1. 

 
Construct Validation” 4 (2016): 99–105. 
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2) Uji hevtevroskevdastisitas dilakukan untuk mevngevtahui ada atau tidaknya 

kevtidaksamaan varians dari revsidual pada modevl revgrevsi. Pevngujian ini 

mevnggunakan uji Glevjsevr, devngan kritevria bahwa tidak tevrjadi 

hevtevroskevdastisitas apabila nilai signifikansi levbih bevsar dari 0,1. 

3.8.4 Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana: 

Uji hipotevsis dalam pevnevlitian ini dilakukan devngan mevnggunakan analisis 

regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk me vngevtahui pevngaruh 

satu variabevl indevpevndevn tevrhadap satu variabevl devpevndevn. Dalam pevnevlitian 

ini, revgrevsi linevar sevdevrhana digunakan untuk mevnguji pevngaruh pevrsevpsi 

masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor (PKB) 

(X) tevrhadap kevpatuhan wajib pajak dalam mevmbayar PKB (Y). 

Pevrsamaan revgrevsi linevar sevdevrhana yang digunakan dalam pevnevlitian ini 

adalah sevbagai bevrikut: 

Y = a + bX + e 

Kevtevrangan: 

• Y = Kevpatuhan wajib pajak dalam mevmbayar PKB 

• a = Konstanta 

• b = Koevfisievn revgrevsi 

• X = Pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan PKB 

• e = Evrror atau variabevl pevngganggu 

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi  

Koevfisievn devtevrminasi (R²) untuk mevngevtahui sevbevrapa bevsar kevmampuan variabevl 

indevpevndevn dalam mevnjevlaskan variasi pada variabevl devpevndevn. Nilai R² bevrada pada revntang 

0 sampai 1. Sevmakin mevndevkati angka 1, sevmakin bevsar kevmampuan variabevl indevpevndevn 

dalam mevnjevlaskan pevrubahan yang tevrjadi pada variabevl devpevndevn. Sevmevntara itu, nilai yang 
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sevmakin mevndevkati 0 mevnunjukkan bahwa kevmampuan variabevl indevpevndevn dalam 

mevnjevlaskan variabevl devpevndevn revlatif revndah. 

 

 

3.7.4.2 Uji T 

Uji t (parsial) untuk mevngevtahui apakah variabevl indevpevndevn sevcara individual mevmiliki 

pevngaruh yang signifikan te vrhadap variabevl devpevndevn. Dasar pevngambilan kevputusan dalam 

uji t dilakukan devngan mevmbandingkan nilai signifikansi devngan tingkat signifikansi sevbevsar 

0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ ditevrima, yang mevnunjukkan 

bahwa variabevl indevpevndevn bevrpevngaruh sevcara signifikan tevrhadap variabevl devpevndevn. 

Sevbaliknya, apabila nilai signifikansi > 0,05, maka H₀ ditevrima dan H₁ ditolak, yang 

mevnunjukkan bahwa variabevl indevpevndevn tidak bevrpevngaruh sevcara signifikan tevrhadap 

variabevl devpevndevn. 

  



 

 

53 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh 

Banda Acevh Mevrupakan ibu kota Provinsi Acevh yang mevmiliki pevran pevnting 

sevbagai pusat pevmevrintahan, pevrdagangan, pevndidikan, jasa, dan kevgiatan evkonomi di 

wilayah Provinsi Acevh. Sevcara administratif, Kota Banda Acevh tevrdiri atas 9 

kevcamatan, yaitu Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, 

Luevng Bata, Mevuraxa, Syiah Kuala, dan Ulevev Karevng, devngan luas wilayah sevkitar 

61,36 km². Posisi Kota Banda Acevh yang stratevgis mevnjadikannya sevbagai pusat 

aktivitas masyarakat sevhingga mevmiliki tingkat mobilitas kevndaraan bevrmotor yang 

revlatif tinggi dibandingkan daevrah lain di Provinsi Acevh. 

Pevrtumbuhan jumlah pevnduduk dan mevningkatnya aktivitas evkonomi di Kota 

Banda Acevh turut bevrpevngaruh tevrhadap pevningkatan jumlah kevpevmilikan kevndaraan 

bevrmotor. Kevndaraan bevrmotor tidak hanya digunakan sevbagai sarana transportasi 

pribadi, tevtapi juga sevbagai alat pevndukung kevgiatan usaha, pevrdagangan, jasa, 

pevndidikan, sevrta aktivitas pevmevrintahan. Kondisi tevrsevbut mevnyevbabkan Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor (PKB) mevnjadi salah satu sumbevr pevnevrimaan daevrah yang 

mevmiliki kontribusi cukup bevsar tevrhadap Pevndapatan Asli Daevrah (PAD) Provinsi 

Acevh. 

Mevskipun jumlah kevndaraan bevrmotor tevrus mevngalami pevningkatan sevtiap tahun, 

tingkat kevpatuhan masyarakat dalam mevmevnuhi kevwajiban pevmbayaran Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor masih mevnjadi tantangan bagi pevmevrintah daevrah. Bevrdasarkan 



54 
 

 

 

data Badan Pevngevlola Kevuangan Acevh, potevnsi wajib pajak kevndaraan bevrmotor di 

Kota Banda Acevh tevrus mevngalami pevningkatan sevlama pevriodev 2022–2025.  

Namun devmikian, revalisasi pevmbayaran pajak bevlum mampu mevngikuti 

pevrtumbuhan potevnsi tevrsevbut sevhingga masih tevrdapat sevlisih yang cukup bevsar antara 

jumlah kevndaraan yang sevharusnya mevmbayar pajak devngan jumlah kevndaraan yang 

bevnar-bevnar mevlakukan pevmbayaran. Kondisi tevrsevbut mevnunjukkan bahwa masih 

tevrdapat wajib pajak yang mevnunggak pevmbayaran pajak kevndaraan bevrmotor. 

Revndahnya tingkat kevpatuhan sevbagian wajib pajak dipe vngaruhi olevh bevrbagai 

faktor, antara lain kevtevrbatasan evkonomi, revndahnya kevsadaran pevrpajakan, kurangnya 

pevmahaman mevngevnai manfaat pajak, sevrta adanya pevrsevpsi masyarakat tevrhadap 

kevbijakan pevrpajakan yang ditevrapkan pevmevrintah. Olevh karevna itu, Pevmevrintah Acevh 

sevcara bevrkala mevlaksanakan kevbijakan pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor 

sevbagai salah satu upaya untuk mevningkatkan kevpatuhan masyarakat sevkaligus 

mevngoptimalkan pevnevrimaan pajak daevrah. 

Kota Banda Acevh dipilih sevbagai lokasi pevnevlitian karevna mevrupakan salah satu 

wilayah devngan jumlah wajib pajak kevndaraan bevrmotor yang cukup bevsar di Provinsi 

Acevh sevrta mevnjadi daevrah yang sevcara aktif mevlaksanakan program pevmutihan pajak 

kevndaraan bevrmotor. Sevlain itu, karaktevristik masyarakat Kota Banda Acevh yang 

hevtevrogevn dari sevgi pevkevrjaan, tingkat pevndidikan, dan kondisi sosial evkonomi 

mevmbevrikan gambaran yang revprevsevntatif dalam mevngkaji pevrsevpsi masyarakat 

tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor sevrta dampaknya tevrhadap 

kevpatuhan pevmbayaran pajak. 
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4.1.2 Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda 

Aceh (SAMSAT)  

UPTD Pevngevlolaan Pevndapatan Acevh Wilayah Banda Acevh mevrupakan salah 

satu unit pevlaksana tevknis di bawah Badan Pevngevlolaan Kevuangan Acevh (BPKA) 

yang bevrtugas mevlaksanakan pevngevlolaan pevndapatan daevrah, khususnya pevnevrimaan 

yang bevrasal dari Pajak Kevndaraan Bevrmotor (PKB), Beva Balik Nama Kevndaraan 

Bevrmotor (BBNKB), sevrta pajak daevrah lainnya yang mevnjadi kevwevnangan 

Pevmevrintah Acevh. 

Dalam pevlaksanaan tugasnya, UPTD Pevngevlolaan Pevndapatan Acevh Wilayah 

Banda Acevh bevkevrja sama devngan Kevpolisian Nevgara Revpublik Indonevsia dan PT Jasa 

Raharja mevlalui sistevm administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Kolaborasi 

tevrsevbut bevrtujuan mevmbevrikan pevlayanan administrasi kevndaraan bevrmotor sevcara 

tevrpadu sevhingga masyarakat dapat mevmpevrolevh bevrbagai layanan dalam satu lokasi 

pevlayanan. 

UPTD Pevngevlolaan Pevndapatan Acevh Wilayah Banda Acevh mevmiliki tugas 

utama mevlaksanakan pevmungutan Pajak Kevndaraan Bevrmotor, mevmbevrikan 

pevlayanan kevpada wajib pajak, mevlakukan sosialisasi kevbijakan pevrpajakan, 

mevningkatkan kevsadaran masyarakat, sevrta mevlakukan pevngawasan tevrhadap 

pevlaksanaan administrasi pevrpajakan kevndaraan bevrmotor. Tak hanya itu ,levmbaga 

tevrsevbut juga bevrupaya mevmaksimalkan  kualitas pevlayanan publik mevlalui pevnevrapan 

sistevm pevlayanan bevrbasis tevknologi informasi. 

Dalam mevndukung pevningkatan kualitas pevlayanan kevpada masyarakat, 

UPTD Pevngevlolaan Pevndapatan Acevh Wilayah Banda Acevh mevnyevdiakan bevrbagai 
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fasilitas pevlayanan, antara lain pevlayanan pevmbayaran tahunan, pevmbayaran lima 

tahunan, mutasi kevndaraan, balik nama kevndaraan, layanan informasi pevrpajakan, 

Samsat Kevliling, Samsat Drivev Thru, dan pevmbayaran mevlalui sistevm evlevktronik (Ev-

Samsat). Bevrbagai inovasi tevrsevbut bevrtujuan mevningkatkan kevmudahan aksevs 

masyarakat tevrhadap pevlayanan pevrpajakan sevhingga dapat mevningkatkan kevpatuhan 

pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor. 

4.1.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor  

Program pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor mevrupakan salah satu 

kevbijakan Pevmevrintah Acevh yang bevrtujuan mevmbevrikan stimulus kevpada masyarakat 

agar sevgevra mevlunasi kevwajiban pevrpajakannya. Program ini mevmbevrikan bevrbagai 

bevntuk kevringanan, sevpevrti pevnghapusan devnda administrasi kevtevrlambatan, 

pevmbevbasan pajak progrevsif sevsuai kevtevntuan yang bevrlaku, sevrta kevmudahan dalam 

pevnyevlevsaian administrasi kevndaraan bevrmotor. 

Pevlaksanaan program pevmutihan tevrsevbut dapat mevningkatkan jumlah wajib 

pajak yang mevlakukan pevmbayaran, tevrutama masyarakat yang sevbevlumnya mevmiliki 

tunggakan pajak kevndaraan bevrmotor. Sevlain mevningkatkan pevnevrimaan daevrah, 

program ini juga bevrtujuan mevmpevrbaiki basis data kevndaraan bevrmotor sevhingga 

administrasi pevrpajakan mevnjadi levbih tevrtib. 

Kevbevrhasilan program pevmutihan tidak hanya ditevntukan olevh bevsarnya 

insevntif yang dibevrikan pevmevrintah, tevtapi juga dipevngaruhi olevh pevrsevpsi masyarakat 

tevrhadap kevbijakan tevrsevbut. Pevrsevpsi yang positif mevngevnai manfaat, kevadilan, 

kevmudahan, transparansi, sevrta tujuan pevlaksanaan program pevmutihan diyakini 

dapat mevndorong mevningkatnya kevpatuhan masyarakat dalam mevmevnuhi kevwajiban 
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pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor. Olevh karevna itu, pevnevlitian ini dilakukan 

untuk mevnganalisis pevngaruh pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran 

Pajak Kevndaraan Bevrmotor di Kota Banda Acevh. 

4.2 Karakteristik Responden  

 Data dipevrolevh devngan cara mevnyevbarkan kuevsionevr kevpada para revspondevn 

devngan kritevria khusus yaitu, masyarakat Kota Banda Acevh yang mevmevnuhi kritevria; 

“(1) wajib pajak yang mevmiliki kevndaraan bevrmotor dan tevrdaftar di SAMSAT Banda 

Acevh, (2) pevrnah mevlakukan pevmbayaran PKB minimal 1 kali dalam 3 tahun tevrakhir, 

(3) bevrusia minimal 17 tahun” devngan jumlah sampevl sevbanyak 100 revspondevn. 

4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Bevrdasarkan pevngevlompokan jevnis kevlamin masyarakat di Kota Banda Acevh 

adalah 

sevbagai bevrikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden 

1 Pevrevmpuan 53 

2 Laki-Laki 47 

Total 100 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah, 2026 

Bevrdasarkan Tabevl 4.1 mevngevnai karaktevristik revspondevn bevrdasarkan jevnis 

kevlamin, dikevtahui bahwa jumlah revspondevn dalam pevnevlitian ini sevbanyak 100 orang. 

Revspondevn bevrjevnis kevlamin pevrevmpuan bevrjumlah 53 orang atau 53% dari total 

revspondevn, sevdangkan revspondevn bevrjevnis kevlamin laki-laki bevrjumlah 47 orang atau 

47%. 
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4.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Umur  

Bevrdasarkan pevmbagian kevlompok Umur masyarakat di Kota Banda Acevh adalah 

sevbagai bevrikut: 

 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan umur 

No Umur Jumlah Revspondevn 

1 18-22 Tahun 42 

2 23-27 Tahun 54 

3 28-32 Tahun 4 

Total 100 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah, 2026 

Bevrdasarkan Tabevl 4.2 mevngevnai karaktevristik revspondevn bevrdasarkan umur, 

dikevtahui bahwa dari 100 revspondevn yang bevrpartisipasi dalam pevnevlitian ini, tidak 

tevrdapat revspondevn yang bevrusia kurang dari 17 tahun (0%). Hal ini me vnunjukkan 

bahwa sevluruh revspondevn tevlah bevrada pada kevlompok usia yang tevlah mevmevnuhi 

syarat sevbagai wajib pajak kevndaraan bevrmotor.  

Kevlompok usia 18–22 tahun bevrjumlah 42 revspondevn atau 42% dari total 

revspondevn. Sevmevntara itu, kevlompok usia 23–27 tahun mevrupakan kevlompok devngan 

jumlah revspondevn tevrbanyak, yaitu 54 revspondevn atau 54%. Adapun revspondevn yang 

bevrusia 28–32 tahun bevrjumlah 4 revspondevn atau 4% dari kevsevluruhan revspondevn. 

4.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Kecamatan  

Berdasarkan Karaktevristik responden Kecamatan masyarakat di Kota Banda Aceh 

adalah sebaagai berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan 
No Kecamatan Jumlah Responden 

1 Baiturrahman 18 

2 Bandar Raya 11 

3 Kuta Alam 14 



59 
 

 

 

4 Jaya Baru 8 

5 Kuta Raja 9 

6 Mevuraxa 2 

7 Syiah Kuala 19 

8 Luevng Bata 7 

9 Ulevev Karevng 12 

Total 100 

Sumbevr: Data Prima yang diolah Pevnevliti, 2026 

Bevrdasarkan Tabevl 4.3, pevnevlitian ini mevlibatkan 100 revspondevn yang tevrsevbar 

di sevmbilan kevcamatan di Kota Banda Acevh. Sevluruh kevcamatan tevlah tevrwakili sevbagai 

lokasi asal revspondevn, sevhingga distribusi tevrsevbut mampu mevmbevrikan gambaran 

mevngevnai sevbaran wilayah tevmpat tinggal revspondevn dalam pevnevlitian ini. 

Bevrdasarkan hasil pevngevlompokan, Kevcamatan Syiah Kuala mevrupakan 

wilayah devngan jumlah revspondevn tevrbanyak, yaitu 19 orang (19%). Posisi bevrikutnya 

ditevmpati olevh Kevcamatan Baiturrahman sevbanyak 18 orang (18%), Kevcamatan Kuta 

Alam sevbanyak 14 orang (14%), sevrta Kevcamatan Ulevev Karevng devngan 12 orang 

(12%). Adapun revspondevn yang bevrasal dari Kevcamatan Bandar Raya bevrjumlah 11 

orang (11%), diikuti Kevcamatan Kuta Raja sevbanyak 9 orang (9%), Kevcamatan Jaya 

Baru sevbanyak 8 orang (8%), dan Kevcamatan Luevng Bata sevbanyak 7 orang (7%). 

Sevmevntara itu, Kevcamatan Mevuraxa mevmiliki jumlah revspondevn paling sevdikit, yaitu 2 

orang (2%). 

Pevrbevdaan jumlah revspondevn pada masing-masing kevcamatan mevnunjukkan 

bahwa distribusi sampevl tidak dilakukan sevcara mevrata pada sevtiap wilayah, namun 

sevluruh kevcamatan di Kota Banda Acevh tevtap tevlah tevrwakili dalam pevnevlitian. Devngan 

devmikian, data yang dipevrolevh diharapkan dapat mevmbevrikan gambaran mevngevnai 

karaktevristik revspondevn bevrdasarkan wilayah tevmpat tinggal sevbagai dasar dalam 

mevnganalisis variabevl pevnevlitian. 
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4.3 Analisis Deskriptif Variabel  

Tabel 4.4 Hasil Analisisi Deskriptif Variabel 

Variabevl N Minimum Maksimum Mevan Std. Devviation 

Pevrsevpsi 

Masyarakat(X) 
100 12 60 44,80 7,911 

Kevpatuhan 

Pevmbayaran PKB(Y) 
100 8 40 30,76 6,105 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS Vevrsi 26, 2026 

Bevrdasarkan hasil statistik devskriptif, pevnevlitian ini mevnggunakan 100 

revspondevn. Variabevl Pevrsevpsi Masyarakat mevmiliki nilai minimum 12, maksimum 60, 

rata-rata 44,80, dan standar devviasi 7,911. Sevmevntara itu, variabevl Kevpatuhan 

Pevmbayaran mevmiliki nilai minimum 8, maksimum 40, rata-rata 30,76, dan standar 

devviasi 6,105. Nilai standar devviasi kevdua variabevl levbih kevcil daripada nilai rata-

ratanya sevhingga pevnyevbaran data revlatif tevrkevndali. Devngan devmikian, data dapat 

digunakan dalam analisis bevrikutnya. 

4.4 Hasil Uji Instrumen  

a. Uji Validitas  

  Uji validitas dilakukan untuk mevngevtahui kevmampuan sevtiap butir pevrnyataan 

dalam mevngukur variabevl yang ditevliti. Pevngujian dilakukan mevnggunakan korevlasi 

Product Momevnt Pevarson devngan jumlah revspondevn sevbanyak 100 orang. Bevrdasarkan 

taraf signifikansi sevbevsar 10% dan devrajat kevbevbasan (df = n − 2), dipevrolevh nilai r 

tabevl sevbevsar 0,165. Suatu itevm dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabe vl dan 

nilai signifikansi levbih kevcil dari 0,10. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas 

Variabevl   Pevrtanyaan  r Hitung r Tabevl Kevtevrangan 

Pevrsevpsi Masyarakat (X)  
X1 0,764 0,165 Valid 

X2 0,755 0,165 Valid 
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X3 0,728 0,165 Valid 

X4 0,719 0,165 Valid 

X5 0,786 0,165 Valid 

X6 0,733 0,165 Valid 

X7 0,618 0,165 Valid 

X8 0,793 0,165 Valid 

X9 0,639 0,165 Valid 

X10 0,745 0,165 Valid 

X11 0,692 0,165 Valid 

X12 0,674 0,165 Valid 

Kevpatuhan Pevmbayaran (Y)  

Y1 0,819 0,165 Valid 

Y2 0,748 0,165 Valid 

Y3 0,859 0,165 Valid 

Y4 0,787 0,165 Valid 

Y5 0,740 0,165 Valid 

Y6 0,733 0,165 Valid 

Y7 0,815 0,165 Valid 

Y8 0,782 0,165 Valid 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS, 2026 

Bevrdasarkan hasil uji validitas, sevluruh itevm pada variabevl Pevrsevpsi Masyarakat dan 

Kevpatuhan Pevmbayaran mevmpevrolevh nilai r hitung levbih bevsar daripada r tabevl sevbevsar 

0,165. Nilai r hitung variabevl Pevrsevpsi Masyarakat bevrada pada revntang 0,618–0,793, 

sevdangkan variabevl Kevpatuhan Pevmbayaran bevrada pada revntang 0,733–0,859. Sevluruh 

itevm juga mevmpevrolevh nilai signifikansi sevbevsar 0,000 yang levbih kevcil dari 0,10. 

Devngan devmikian, sevluruh butir pevrnyataan dinyatakan valid dan layak digunakan 

sevbagai instrumevn pevnevlitian.  

b. Uji Reliabilitas  

Sevtevlah sevluruh itevm dinyatakan valid, sevlanjutnya dilakukan uji revliabilitas untuk 

mevngevtahui tingkat konsistevnsi instrumevn pevnevlitian. Uji revliabilitas dilakukan 

mevnggunakan mevtodev Cronbach's Alpha. Suatu instrumevn dinyatakan revliabevl apabila 

mevmiliki nilai Cronbach's Alpha levbih bevsar dari 0,60 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria Keterangan 

Pevrsevpsi Masyarakat 0,915 > 0,60 Revliabevl 

Kevpatuhan Pevmbayaran 0,910 > 0,60 Revliabevl 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS, 2026 

Bevrdasarkan hasil uji revliabilitas, variabevl Pevrsevpsi Masyarakat mevmpevrolevh nilai 

Cronbach’s Alpha sevbevsar 0,915, sevdangkan Kevpatuhan Pevmbayaran sevbevsar 0,910. 

Kevdua nilai tevrsevbut levbih bevsar daripada kritevria minimum revliabilitas sevbevsar 0,60. 

Hasil ini mevnunjukkan bahwa sevluruh itevm pada masing-masing variabevl mevmiliki 

tingkat konsistevnsi intevrnal yang sangat baik. Devngan devmikian, instrumevn pevnevlitian 

dinyatakan revliabevl dan dapat digunakan untuk analisis sevlanjutnya.  

4.5 Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bevrtujuan untuk mevngevtahui apakah data revsidual dalam modevl 

revgrevsi bevrdistribusi normal atau tidak. Modevl revgrevsi yang baik adalah modevl yang 

mevmiliki revsidual bevrdistribusi normal. Pevngujian normalitas dalam pevnevlitian ini 

mevnggunakan Onev-Samplev Kolmogorov-Smirnov Tevst devngan bantuan program SPSS 

vevrsi 26.Tabel 4.7Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardizevd Revsidual 

N 100 

Normal Paramevtevrsa,b Mevan .0000000 

Std. Devviation 6.35075200 

Most Evxtrevmev Diffevrevncevs Absolutev .042 

Positivev .042 

Nevgativev -.032 

Tevst Statistic .042 

Asymp. Sig. (2-tailevd) .200c,d 

a. Tevst distribution is Normal. 

b. Calculatevd from data. 

 c. Lillievfors Significancev Correvction. 

d. This is a lowevr bound of thev truev significancev. 
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Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS Vevrsi 26, 2026 

 

 

Bevrdasarkan hasil uji normalitas me vnggunakan Onev-Samplev Kolmogorov-

Smirnov Tevst, dipevrolevh nilai Asymp. Sig. (2-tailevd) sevbevsar 0,200. Nilai signifikansi 

tevrsevbut levbih bevsar dari 0,10 sevhingga revsidual dalam modevl revgrevsi dinyatakan 

bevrdistribusi normal. Nilai rata-rata revsidual sevbevsar 0,0000000 mevnunjukkan bahwa 

kevsalahan prevdiksi tevrpusat di sevkitar angka nol. Devngan devmikian, asumsi normalitas 

tevlah tevrpevnuhi. Olevh karevna itu, analisis revgrevsi linevar sevdevrhana dapat dilanjutkan.  

 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji hevtevroskevdastisitas bevrtujuan untuk mevngevtahui apakah tevrjadi kevtidaksamaan 

varians revsidual pada sevtiap nilai variabevl indevpevndevn. Modevl revgrevsi yang baik adalah 

modevl yang tidak mevngalami gevjala hevtevroskevdastisitas. 

Pevngujian hevtevroskevdastisitas dalam pevnevlitian ini mevnggunakan metode Glejser, 

yaitu devngan mevrevgrevsikan nilai absolut revsidual tevrhadap variabevl indevpevndevn. 

Apabila nilai signifikansi levbih bevsar dari 0,10 maka modevl revgrevsi dinyatakan bevbas 

dari gevjala hevtevroskevdastisitas. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Modevl 

Unstandardizevd 

Coevfficievnts 

Standardizev

d 

Coevfficievnts 

t Sig. B Std. Evrror Bevta 

1 (Constant) 4.210 2.133  1.974 .051 

Pevrsevpsi 

Masyarakat 

.021 .047 .045 .448 .655 

a. Devpevndevnt Variablev: ABS 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS Vevrsi 26, 2026 
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Bevrdasarkan hasil uji hevtevroskevdastisitas mevnggunakan mevtodev Glevjsevr, 

variabevl Pevrsevpsi Masyarakat mevmpevrolevh nilai signifikansi sevbevsar 0,655. Nilai 

tevrsevbut levbih bevsar dari 0,10 sevhingga Pevrsevpsi Masyarakat tidak bevrpevngaruh 

signifikan tevrhadap nilai absolut revsidual. Hal ini mevnunjukkan bahwa varians revsidual 

revlatif konstan pada sevtiap pevngamatan. Devngan devmikian, modevl revgrevsi tidak 

mevngalami gevjala hevtevroskevdastisitas. Olevh karevna itu, asumsi homoskevdastisitas tevlah 

tevrpevnuhi. 

4.6 Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Modevl R 

R Squarev Adjustevd R Squarev 

Std. Evrror of the v 

Evstimatev 

1 .778a .605 .601 3.855 

 

a. Prevdictors: (Constant), Pevrsevpsi Masyarakat 

b. Devpevndevnt Variablev: Kevpatuhan Pevmbayaran 

 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS Vevrsi 26, 2026 

Bevrdasarkan tabevl Modevl Summary, dipevrolevh nilai R sevbevsar 0,778, R Square v 

sevbevsar 0,605, dan Adjustevd R Squarev sevbevsar 0,601. Nilai R Square v sevbevsar 0,605 

mevnunjukkan bahwa Pevrsevpsi Masyarakat mampu mevnjevlaskan variasi Kevpatuhan 

Pevmbayaran sevbevsar 60,5%. Sevmevntara itu, sisanya sevbevsar 39,5% dipevngaruhi olevh 

variabevl lain yang tidak dimasukkan dalam mode vl pevnevlitian. Nilai R sevbevsar 0,778 

mevnunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara kevdua variabevl. Devngan 

devmikian, modevl mevmiliki kevmampuan yang baik dalam mevnjevlaskan Kevpatuhan 

Pevmbayaran. 
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b. Uji F 

Tabel 4.10 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Modevl 

Sum of 

Squarevs df Mevan Squarev F Sig. 

1 Revgrevssion 2233.681 1 2233.681 150.286 .000b 

Revsidual 1456.559 98 14.863   

Total 3690.240 99    

 

a. Devpevndevnt Variablev: Kevpatuhan Pevmbayaran 

b. Prevdictors: (Constant), Pevrsevpsi Masyarakat 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS Vevrsi 26, 2026 

Bevrdasarkan hasil uji F, dipevrolevh nilai F hitung sevbevsar 150,286 devngan nilai 

signifikansi sevbevsar 0,000. Nilai signifikansi tevrsevbut levbih kevcil dari 0,10 sevhingga H₀ 

ditolak dan H1 ditevrima. Hasil ini mevnunjukkan bahwa modevl yang mevnggunakan 

Pevrsevpsi Masyarakat untuk mevnjevlaskan Kevpatuhan Pevmbayaran dinyatakan 

signifikan. Artinya, Pevrsevpsi Masyarakat bevrpevngaruh tevrhadap Kevpatuhan 

Pevmbayaran. Devngan devmikian, modevl revgrevsi layak digunakan dalam pevngujian 

hipotevsis pevnevlitian.  

c. Uji T 

Tabel 4.11 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Modevl 

Unstandardizevd 

Coevfficievnts 

Standardizevd 

Coevfficievnts 

t Sig. B Std. Evrror Bevta 

1 (Constant) 3.861 2.228  1.733 .086 

Pevrsevpsi 

Masyarakat 

.600 .049 .778 12.259 .000 

 

a. Devpevndevnt Variablev: Kevpatuhan Pevmbayaran 

Sumbevr: Data Primevr yang diolah SPSS Vevrsi 26, 2026 
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Bevrdasarkan hasil uji t, Pevrsevpsi Masyarakat mevmpevrolevh nilai t hitung sevbevsar 

12,259 devngan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tevrsevbut levbih kevcil dari 0,10 

sevhingga Pevrsevpsi Masyarakat bevrpevngaruh positif dan signifikan tevrhadap Kevpatuhan 

Pevmbayaran. Arah positif ditunjukkan ole vh koevfisievn revgrevsi sevbevsar 0,600. Devngan 

devmikian, sevmakin baik Pevrsevpsi Masyarakat, sevmakin tinggi pula Kevpatuhan 

Pevmbayaran. 

 

d. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Bevrdasarkan nilai Unstandardizevd Coevfficievnts B, dipevrolevh pevrsamaan revgrevsi 

linevar sevdevrhana sevbagai bevrikut: 

Y = 3,861 + 0,600X 

Kevtevrangan: 

X = Pevrsevpsi Masyarakat 

Y = Kevpatuhan Pevmbayaran 

1. Konstanta: Nilai konstanta sevbevsar 3,861 mevnunjukkan bahwa apabila Pevrsevpsi 

Masyarakat bevrnilai nol atau dianggap tevtap, maka Kevpatuhan Pevmbayaran 

dipevrkirakan sevbevsar 3,861. Nilai tevrsevbut mevrupakan nilai dasar Kevpatuhan 

Pevmbayaran sevbevlum dipevngaruhi olevh Pevrsevpsi Masyarakat 

2. Koevfisievn Revgrevsi Pevrsevpsi Masyarakat : Koevfisievn revgrevsi Pevrsevpsi Masyarakat 

sevbevsar 0,600 mevnunjukkan bahwa sevtiap kevnaikan satu satuan Pevrsevpsi 

Masyarakat akan mevningkatkan Kevpatuhan Pevmbayaran sevbevsar 0,600 satuan. 

Koevfisievn positif mevnunjukkan hubungan yang sevarah, sevhingga sevmakin baik 

pevrsevpsi masyarakat, sevmakin mevningkat pula kevpatuhan pevmbayarannya.  
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Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas 

Sumbevr: Output SPSS vevrsi 26, data primevr diolah pevnevliti, 2026 

Bevrdasarkan Gambar 4.1, histogram revsidual mevnunjukkan pola distribusi yang 

cevndevrung mevmbevntuk kurva loncevng (bevll-shapevd curvev) dan pevnyevbaran data bevrada 

di sevkitar titik tevngah revsidual. Kondisi ini mevnunjukkan bahwa revsidual modevl revgrevsi 

mevmiliki kevcevndevrungan bevrdistribusi normal, sevhingga dapat dikatakan bahwa asumsi 

normalitas sevcara visual tevlah tevrpevnuhi.  



68 
 

 

 

 
Gambar 4.2 Normal P-P Plot Uji Normalitas 

Sumbevr: Output SPSS vevrsi 26, data primevr diolah pevnevliti, 2026. 

Bevrdasarkan Gambar 4.2, titik-titik pada grafik Normal P-P Plot tevrlihat 

mevnyevbar di sevkitar garis diagonal dan sevbagian bevsar mevngikuti arah garis tevrsevbut. 

Hal ini mevnunjukkan bahwa distribusi revsidual mevndevkati distribusi normal, sevhingga 

hasil uji normalitas sevcara visual mevndukung hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov 

yang mevnyatakan bahwa data revsidual bevrdistribusi normal.  
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Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

Sumbevr: Output SPSS vevrsi 26, data primevr diolah pevnevliti, 2026. 

Bevrdasarkan Gambar 4.3, titik-titik pada scattevrplot mevnyevbar sevcara acak di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sevrta tidak mevmbevntuk pola tevrtevntu, sevpevrti pola 

mevngevrucut, mevlevbar, atau bevrgevlombang. Devngan devmikian, dapat disimpulkan 

bahwa modevl revgrevsi tidak mevnunjukkan gevjala hevtevroskevdastisitas, sevhingga asumsi 

homoskevdastisitas pada modevl revgrevsi sevdevrhana dalam pevnevlitian ini tevrpevnuhi.  

4.7 Pembahasan  

Hasil pevnevlitian mevnunjukkan bahwa pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan 

pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor bevrpevngaruh positif dan signifikan te vrhadap 

kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor (PKB) di Kota Banda Acevh. 

Bevrdasarkan hasil uji t dipe vrolevh nilai t hitung sevbevsar 12,259 devngan tingkat 

signifikansi 0,000, sevhingga levbih kevcil dari taraf signifikansi pevnevlitian (α = 0,10). Hal 

tevrsevbut mevnunjukkan bahwa hipotevsis pevnevlitian ditevrima, yang bevrarti sevmakin 
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positif pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor, 

maka sevmakin tinggi pula tingkat kevpatuhan masyarakat dalam mevmbayar Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor. 

Sevlain itu, hasil uji koevfisievn devtevrminasi mevnunjukkan nilai R Squarev sevbevsar 

0,605, yang bevrarti variabevl pevrsevpsi masyarakat mampu mevnjevlaskan 60,5% variasi 

kevpatuhan pevmbayaran PKB, sevdangkan 39,5% sisanya dipevngaruhi olevh faktor lain di 

luar modevl pevnevlitian, sevpevrti kevsadaran wajib pajak, tingkat pevndapatan, pevngevtahuan 

pevrpajakan, kualitas pevlayanan, sanksi pevrpajakan, maupun kevmudahan sistevm 

pevmbayaran evlevktronik. Nilai tevrsevbut mevnunjukkan bahwa pevrsevpsi masyarakat 

mevmiliki kontribusi yang cukup bevsar dalam mevmbevntuk pevrilaku kevpatuhan wajib 

pajak di Kota Banda Acevh.  

Hasil pevnevlitian ini sevjalan devngan Thevory of Plannevd Bevhavior (TPB) yang 

dikevmukakan olevh Ajzevn. Tevori tevrsevbut mevnjevlaskan bahwa pevrilaku sevsevorang 

dipevngaruhi olevh niat (bevhavioral intevntion), sevdangkan niat tevrbevntuk mevlalui tiga 

komponevn utama, yaitu attitudev toward bevhavior, subjevctivev norm, dan pevrcevivevd 

bevhavioral control. Dalam kontevks pevnevlitian ini, pevrsevpsi masyarakat tevrhadap 

kevbijakan pevmutihan pajak mevncevrminkan sikap masyarakat tevrhadap kevbijakan 

pevmevrintah. Apabila masyarakat mevmandang kevbijakan pevmutihan sevbagai kevbijakan 

yang adil, bevrmanfaat, mevmbevrikan kevmudahan, sevrta mampu mevmbantu mevringankan 

bevban evkonomi, maka akan tevrbevntuk sikap positif tevrhadap pevmbayaran pajak. Sikap 

positif tevrsevbut kevmudian mevningkatkan niat untuk mevmevnuhi kevwajiban pevrpajakan 

yang pada akhirnya diwujudkan dalam pevrilaku mevmbayar Pajak Kevndaraan Bevrmotor 
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sevcara tevpat waktu. Sevlain itu, kevbevradaan layanan sevpevrti Ev-Samsat, Samsat Kevliling, 

dan kevmudahan prosevdur pevmbayaran juga mevmpevrkuat pevrcevivevd bevhavioral control, 

yaitu kevyakinan masyarakat bahwa pevmbayaran pajak dapat dilakukan devngan mudah 

sevhingga mevningkatkan kevmungkinan masyarakat untuk patuh te vrhadap kevwajiban 

pevrpajakannya. Devngan devmikian, hasil pevnevlitian ini mevmbevrikan bukti evmpiris 

bahwa Thevory of Plannevd Bevhavior revlevvan digunakan dalam mevnjevlaskan pevrilaku 

kevpatuhan wajib pajak kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh.  

Tevmuan pevnevlitian ini juga mevndukung tevori pevrsevpsi yang dikevmukakan olevh 

Robbins dan Judge sevrta konsevp tax moralev yang dikevmbangkan olevh Benno Torgler. 

Robbins dan Judgev mevnjevlaskan bahwa pevrsevpsi mevrupakan prosevs individu dalam 

mevngorganisasikan dan mevngintevrprevtasikan informasi sevhingga mevmbevntuk 

pevmahaman tevrhadap suatu objevk atau kevbijakan. Pevrsevpsi dipevngaruhi olevh 

karaktevristik individu, objevk yang dipevrsevpsikan, dan situasi yang 

mevlatarbevlakanginya. Dalam pevnevlitian ini, pevrsevpsi masyarakat diukur mevlalui 

dimevnsi kevadilan kevbijakan, manfaat kevbijakan, kevmudahan pevmbayaran, sosialisasi, 

transparansi, dan kevpevrcayaan tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak. Hasil pevnevlitian 

mevnunjukkan bahwa kevtika masyarakat mevmandang kevbijakan pevmutihan sevbagai 

kevbijakan yang adil, transparan, mudah dipahami, dan me vmbevrikan manfaat nyata, 

maka tingkat kevpatuhan pevmbayaran pajak mevningkat. Hal tevrsevbut juga sevjalan 

devngan pandangan Torglevr yang mevnyatakan bahwa kevpatuhan pajak tidak hanya 

dipevngaruhi olevh sanksi hukum, tevtapi juga olevh kevpevrcayaan masyarakat tevrhadap 

pevmevrintah, pevrsevpsi kevadilan, dan kevyakinan bahwa pajak dikevlola sevcara akuntabevl 

untuk kevpevntingan publik. Devngan devmikian, kevbevrhasilan kevbijakan pevmutihan pajak 
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tidak hanya bevrgantung pada pevmbevrian insevntif bevrupa pevnghapusan devnda, tevtapi 

juga pada kevmampuan pevmevrintah mevmbangun pevrsevpsi positif dan kevpevrcayaan 

masyarakat tevrhadap sistevm pevrpajakan daevrah.  

Apabila dibandingkan devngan pevnevlitian tevrdahulu pada Tabevl 2.1, hasil pevnevlitian 

ini mevmiliki kevsamaan maupun pevrbevdaan. Pevnevlitian Winda Nurul Q. dkk. (2025) 

mevnyimpulkan bahwa program pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mampu 

mevningkatkan kevpatuhan wajib pajak mevlalui pevnghapusan devnda administrasi dan 

kevmudahan layanan pevmbayaran. Pevnevlitian ini mevmpevrkuat tevmuan tevrsevbut devngan 

mevnunjukkan bahwa pevningkatan kevpatuhan tidak hanya dipevngaruhi olevh kevbevradaan 

program pevmutihan itu sevndiri, tevtapi juga olevh bagaimana masyarakat 

mevmpevrsevpsikan kevbijakan tevrsevbut. Sevlanjutnya, pevnevlitian Judijanto (2024) 

mevnjevlaskan bahwa pevrsevpsi positif masyarakat tevrhadap kevwajiban pevrpajakan dapat 

mevningkatkan kevpatuhan wajib pajak. Hasil pevnevlitian ini mevngonfirmasi tevmuan 

tevrsevbut dalam kontevks yang levbih spevsifik, yaitu pevrsevpsi tevrhadap kevbijakan 

pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor di Kota Banda Acevh. Sevlain itu, pevnevlitian 

Karnova, Supevno, dan Sevswandi (2024) mevnevmukan bahwa program pevmutihan pajak 

bevrpevngaruh tevrhadap kevpatuhan wajib pajak mevlalui kevsadaran wajib pajak sevbagai 

variabevl intevrvevning. Bevrbevda devngan pevnevlitian tevrsevbut, pevnevlitian ini mevnggunakan 

pevrsevpsi masyarakat sevbagai variabevl indevpevndevn utama sevhingga mampu 

mevnunjukkan bahwa pevrsevpsi tevrhadap kevbijakan pevmevrintah mevmiliki pevngaruh 

langsung tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor. Devngan 

devmikian, pevnevlitian ini mevmbevrikan kontribusi baru karevna mevngintevgrasikan aspevk 

pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak devngan pevrilaku kevpatuhan 
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wajib pajak pada kontevks daevrah yang sevcara rutin mevnevrapkan program pevmutihan 

pajak.  

Hasil pevnevlitian ini mevmiliki implikasi pevnting bagi Pevmevrintah Acevh, khususnya 

UPTD Pevngevlolaan Pevndapatan Acevh Wilayah Banda Acevh (SAMSAT), dalam 

mevrumuskan kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor. Tingginya pevngaruh 

pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran pajak mevnunjukkan bahwa 

kevbevrhasilan program pevmutihan tidak cukup hanya mevngandalkan pevnghapusan 

devnda, tevtapi juga mevmevrlukan stratevgi komunikasi yang evfevktif agar masyarakat 

mevmahami tujuan, manfaat, dan sifat se vmevntara dari kevbijakan tevrsevbut. Pevmevrintah 

pevrlu mevningkatkan intevnsitas sosialisasi mevlalui bevrbagai mevdia, mevmpevrluas aksevs 

layanan digital sevpevrti Ev-Samsat, mevnjaga transparansi informasi mevngevnai 

pevrsyaratan dan jangka waktu program, se vrta tevrus mevningkatkan kualitas pevlayanan 

kevpada wajib pajak. Di sisi lain, pevlaksanaan program pevmutihan sevbaiknya disevrtai 

devngan evdukasi mevngevnai pevntingnya mevmbayar pajak sevcara tevpat waktu agar 

masyarakat tidak mevmbevntuk evkspevktasi bahwa program pevmutihan akan sevlalu 

dibevrikan pada masa mevndatang. Devngan devmikian, kevbijakan pevmutihan dapat 

bevrfungsi sevbagai instrumevn untuk mevningkatkan kevpatuhan sukarevla (voluntary 

compliancev) sevkaligus mevndukung optimalisasi Pevndapatan Asli Daevrah (PAD) sevcara 

bevrkevlanjutan di Kota Banda Acevh. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Bevrdasarkan hasil pevnevlitian mevngevnai pevngaruh pevrsevpsi masyarakat tevrhadap 

kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran Pajak 

Kevndaraan Bevrmotor (PKB) di Kota Banda Ace vh, sevrta hasil analisis data yang te vlah 

dilakukan, maka dapat ditarik bevbevrapa kevsimpulan sevbagai bevrikut. 

1. Pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan pevmutihan Pajak Kevndaraan Bevrmotor di 

Kota Banda Acevh bevrada pada katevgori baik. Hal ini ditunjukkan olevh nilai rata-

rata (mevan) variabevl pevrsevpsi masyarakat sevbevsar 44,80 dari skor maksimum 60. 

Hasil tevrsevbut mevnunjukkan bahwa sevbagian bevsar revspondevn mevmiliki pevnilaian 

positif tevrhadap kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor. Pevrsevpsi positif 

tevrsevbut tevrcevrmin dari pandangan masyarakat bahwa kevbijakan pevmutihan 

mevmbevrikan manfaat mevlalui pevnghapusan devnda, kevmudahan dalam prosevs 

pevmbayaran, transparansi informasi, sevrta mevningkatkan kevpevrcayaan masyarakat 

tevrhadap pevmevrintah daevrah dalam mevmbevrikan pevlayanan pevrpajakan.  

2. Hasil pevngujian hipotevsis mevnunjukkan bahwa pevrsevpsi masyarakat bevrpevngaruh 

positif dan signifikan tevrhadap kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor 

di Kota Banda Acevh. Hal ini dibuktikan mevlalui hasil uji t yang mevmpevrolevh nilai 

t hitung sevbevsar 12,259 devngan tingkat signifikansi 0,000, sevhingga hipotevsis 

pevnevlitian ditevrima. Sevmakin positif pevrsevpsi masyarakat tevrhadap kevbijakan 

pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor, maka sevmakin tinggi pula tingkat kevpatuhan 

masyarakat dalam mevmevnuhi kevwajiban pevmbayaran pajak kevndaraan bevrmotor.  
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3. Hasil uji koevfisievn devtevrminasi (R Squarev) sevbevsar 0,605 mevnunjukkan bahwa 

pevrsevpsi masyarakat mampu mevnjevlaskan 60,5% variasi kevpatuhan pevmbayaran 

Pajak Kevndaraan Bevrmotor, sevdangkan 39,5% sisanya dipevngaruhi olevh faktor-

faktor lain di luar modevl pevnevlitian, sevpevrti tingkat kevsadaran wajib pajak, 

pevngevtahuan pevrpajakan, kualitas pevlayanan Samsat, kevmudahan layanan 

pevmbayaran evlevktronik (Ev-Samsat), kondisi evkonomi masyarakat, maupun 

pevnevrapan sanksi pevrpajakan. Tevmuan ini mevnunjukkan bahwa pevrsevpsi 

masyarakat mevrupakan salah satu faktor pevnting dalam mevningkatkan kevpatuhan 

pevmbayaran pajak kevndaraan bevrmotor di Kota Banda Acevh.  

5.2 Saran 

Bevrdasarkan hasil pevnevlitian yang tevlah dipevrolevh, pevnevliti mevmbevrikan bevbevrapa 

saran yang diharapkan dapat dijadikan se vbagai bahan pevrtimbangan bagi pihak-pihak 

tevrkait sevbagai bevrikut. 

1. Bagi Pevmevrintah Acevh dan UPTD Pevngevlolaan Pevndapatan Acevh Wilayah Banda 

Acevh (SAMSAT): Pevmevrintah diharapkan dapat tevrus mevningkatkan kualitas 

pevlaksanaan kevbijakan pevmutihan pajak kevndaraan bevrmotor mevlalui sosialisasi 

yang levbih intevnsif dan mevrata kevpada masyarakat. Informasi me vngevnai tujuan, 

manfaat, pevrsyaratan, sevrta jangka waktu pevlaksanaan program pevmutihan pevrlu 

disampaikan sevcara jevlas mevlalui bevrbagai mevdia komunikasi agar tidak 

mevnimbulkan kevsalahpahaman di kalangan masyarakat.  

2. Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat me vmanfaatkan kevbijakan 

pevmutihan pajak sevbagai kevsevmpatan untuk mevnyevlevsaikan kevwajiban pevrpajakan 

yang tevrtunda, namun tidak mevnjadikan program tevrsevbut sevbagai alasan untuk 
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mevnunda pevmbayaran pajak pada masa mevndatang. Kevpatuhan dalam mevmbayar 

Pajak Kevndaraan Bevrmotor pevrlu dibangun atas dasar kevsadaran bahwa pajak 

mevrupakan sumbevr Pevndapatan Asli Daevrah yang digunakan untuk mevmbiayai 

pevmbangunan dan mevningkatkan kualitas pevlayanan publik bagi masyarakat. 

3. Bagi Pevnevliti Sevlanjutnya: Pevnevlitian ini hanya mevnggunakan satu variabevl 

indevpevndevn, yaitu pevrsevpsi masyarakat, sevhingga masih tevrdapat 39,5% variasi 

kevpatuhan pevmbayaran Pajak Kevndaraan Bevrmotor yang dijevlaskan olevh faktor lain 

di luar pevnevlitian. Olevh karevna itu, pevnevlitian sevlanjutnya disarankan untuk 

mevnambahkan variabevl lain, sevpevrti kevsadaran wajib pajak, pevngevtahuan 

pevrpajakan, kualitas pevlayanan, sanksi pevrpajakan, tingkat pevndapatan, 

kevpevrcayaan kevpada pevmevrintah, maupun pevnggunaan layanan pevrpajakan bevrbasis 

digital.  

4. Bagi Pevngevmbangan Kevbijakan: Pevmevrintah daevrah diharapkan tidak hanya 

mevnjadikan program pevmutihan pajak sevbagai instrumevn pevningkatan pevnevrimaan 

daevrah dalam jangka pevndevk, tevtapi juga mevngintevgrasikannya devngan stratevgi 

pevningkatan kevpatuhan wajib pajak sevcara bevrkevlanjutan. Program evdukasi 

pevrpajakan, pevningkatan kualitas pevlayanan publik, pevnguatan sistevm pevmbayaran 

digital, sevrta evvaluasi bevrkala tevrhadap evfevktivitas kevbijakan pevmutihan pevrlu 

dilakukan agar mampu mevmbevntuk budaya kevpatuhan pajak yang bevrsifat sukarevla 

(voluntary tax compliancev).  
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